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Sejak dikemukakannya gagasan Nusantara 21 dua tahun yang lalu, berbagai ide telah dikemukakan baik dalam forum-forum resmi yang dilaksanakan di bawah kordinasi dan inisiatif Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta lainnya. Munculnya keragaman pemahaman terhadap konsep Nusantara 21 dalam masyarakat lalu tidak dapat dihindari.

Yayasan Litbang Telekomunikasi dan Informatika sebagai lembaga non profit yang bergerak di bidang penelitian Telekomunikasi dan Informatika tergerak untuk mengembangkan konsep yang intinya memadukan dan menyusunnya dalam suatu publikasi yang lebih komprehensif dan konkret. Berbagai issue dan kendala telah ditemukenali dalam proses kristalisasi yang terjadi dari sejak munculnya gagasan sampai dengan tersebarnya gagasan tersebut dalam masyarakat Telekomunikasi. Kami menyadari bahwa konsep Nusantara merupakan idealisme dari pergerakan nasional, karenanya kami tidak berani menklaim bahwa konsep yang kami susun sudah mewakili seluruh aspirasi jajaran telekomunikasi dan informatika, terlebih lagi ketidak beranian kami memproklamirkan bahwa konsep yang kami susun merupakan konsep final.

Konsep Nusantara 21 merupakan konsep yang evolutif. Di bawah inisiasi Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi telah bergerak paling tidak tiga kegiatan paralel penyusunan idealisme Nusantara 21 untuk kepentingan nasional yaitu Nusantara 21 yang disponsori YLTI, Telematika Nasional/Keppres 30/97 dan Indonesian Information Development Project (IIDP) yang dibiayai World Bank. Ketiganya diharapkan akan menjadi motor penggerak nasional ke arah transformasi masyarakat, yang menurut istilah kami, dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang berbasis pengetahuan (knowledge base society).

Dalam buku Nusantara 21, kami kemukakan sebelas topik yaitu Infrastruktur Fisik Nusantara 21, Industri Piranti Lunak, Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata, Ipteknet, Perbankan dan Keuangan, Industri Manufaktur, Perdagangan Elektronik (E-commerce), Pos, dan Telekarya. Pemilihan topik tersebut selain didasarkan atas urgensinya juga didasarkan atas ketersediaan expert atau ahli yang pada saat tersebut dapat mengalokasikan waktunya untuk kontribusi penyusunan buku. Topik-topik yang berkaitan dengan bidang-bidang lain tentunya diharapkan akan menyusul. Tentunya kami menyadari bahwa konsep yang kami susun ini masih jauh dari sempurna. Pada dasarnya YLTI terbuka untuk masukan-masukan baik berupa kolaborasi,  kontribusi maupun kritik dan saran. 

Yang terpenting tentunya, dengan terbitnya publikasi ini, sesuai dengan idealisme YLTI sebagai lembaga non profit, adalah menggelindingnya Nusantara 21 di dalam masyarakat sehingga menggerakkan potensi-potensi reformasi di segala bidang yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat.
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Ketua Kelompok Pengarah

Jonathan L. Parapak

Pengantar Team Editor

Kerangka Konseptual Nusantara-21
Kami, tim penyunting Kerangka Konseptual Nusantara-21, sadar akan keterbatasan kami dalam mengekspresikan visi kami mengenai Nusantara-21 karena luasnya cakupan aspek-aspek kehidupan yang mungkin terlibat di dalamnya. Selain itu, konsep ini pun bersifat dinamis sehingga keadaannya pada saat ini mungkin akan sangat berbeda dengan keadaannya di masa depan. Namun demikian, melihat semakin besarnya pengaruh teknologi informasi pada berbagai aspek kehidupan akhir-akhir ini, kami merasa pentingnya untuk mulai meletakkan suatu kerangka dasar yang nantinya dapat dikembangkan lebih lanjut seiring dengan perkembangan pemahaman kita, para praktisi teknologi informasi, dan perkembangan teknologi itu sendiri.

Kerangka konseptual Nusantara-21 kami buat dengan mengambil referensi dari berbagai aplikasi yang telah ditulis oleh tim sebelumnya, termasuk di dalamnya aplikasi Teleworking, Telemedicine, Teleeducation.  Proses analisis hingga sintesis dilakukan untuk memperoleh Kerangka Konseptual Nusantara-21 berdasarkan referensi aplikasi yang ada pada saat kami menulis. Dalam beberapa hal, Kerangka Konseptual Nusantara-21 kemungkinan akan berbeda daripada aplikasi NUSANTARA -21 yang ditulis lebih dahulu.

Kerangka konseptual Nusantara-21 memfokuskan dirinya pada visi, misi dan strategi Nusantara-21 secara keseluruhan dalam perjalanan jangka panjang mentransformasikan rakyat Indonesia menjadi knowledge based society. Nusantara-21, sebagai satu kesatuan yang mencakup mulai dari infrastruktur informasi sampai dengan aplikasi, merupakan wahana yang digunakan untuk proses transformasi tersebut. Kami memfokuskan Kerangka Konseptual Nusantara-21 terutama pada pengambil kebijakan untuk memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi para pemain teknologi informasi untuk bergerak dan membangun rakyat Indonesia.

Nusantara-21 bukan merupakan sebuah infrastruktur telekomunikasi semata. Kerangka konseptual Nusantara-21 berusaha meletakan dasar konsep wahana transformasi bangsa Indonesia dengan bertumpu pada teknologi informasi.

Kami yakin bahwa konsep Nusantara-21 merupakan sebuah proses akumulasi pemikiran dalam perioda yang panjang. Konsep yang saat ini kami tulis bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, bahkan merupakan awal dari sebuah komitmen jangka panjang. Adalah komitment kami untuk terus mengupdate dan mengakomodasi konsep-konsep pembangunan masyarakat Indonesia berbasis pada teknologi informasi. Cara berpartisipasi dan berkontribusi dalam NUSANTARA -21 secara eksplisit akan dijelaskan di dalam buku ini. Mudah-mudahan hal ini akan menggugah para pemikir lain di Indonesia untuk dapat bekerja bahu-membahu untuk Nusantara-21.

Harapan kami, Kerangka Konseptual Nusantara-21 dapat menjadi sumbangan bagi reformasi bangsa Indonesia.
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1 Pendahuluan

1.1 Globalisasi, Sistem Ekonomi Nasional dan Pengetahuan

Konsep globalisasi pada saat ini adalah konsep  yang sering didengung-dengungkan pemerintah dan kalangan bisnis secara intensif, bahkan sering dipromosikan sebagai suatu peluang bisnis besar di masa depan yang harus diraih dan dianut.  Tetapi sedikit orang yang menyadari bahwa globalisasi adalah kancah peperangan dunia yang dahsyat yang telah menelan banyak korban, antara lain rakyat kita.  Globalisasi adalah kancah peperangan ekonomi di mana survivability suatu bangsa ditentukan oleh daya saing ekonominya.  Suatu peperangan yang tidak mengenal kasihan, di mana hukum yang berlaku adalah “survival of the fittest” atau hukum rimba.  Senjata utama di dalam peperangan ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).  Ilmu pengetahuan dan teknologi menentukan keunggulan, mutu,  efisiensi produksi, harga dan akhirnya  daya-saing produk. Hal ini berarti daya-saing nasional sangat ditentukan oleh penguasaan teknologi oleh masyarakatnya.  Oleh karena itu transformasi masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berwawasan IPTEK dan berbasis pengetahuan menjadi dasar yang mutlak bagi daya saing dan ketahanan nasional, serta survivability sebagai bangsa di dalam peperangan globalisasi ini.  Di dalam konteks ini, maka diperlukan suatu sistem jaringan informasi yang untuk jangka panjangnya dapat mendukung proses transformasi masyarakat tersebut, sedangkan untuk jangka pendek dan menengahnya dapat mendukung proses peningkatan ilmu dan teknologi serta fasilitas yang dapat membantu percepatan proses penguasaan teknologi di tingkat industri maupun di tingkat perguruan tinggi dan pelaku-pelaku proses teknologi lainnya (lembaga penelitian, pelayanan masyarakat, dsb.)

Proses pertambahan nilai utamanya didapat dari penerapan pengetahuan di dalam mata rantai pengolahan bahan hulu sampai proses produksi produk pada hilirnya, termasuk pengembangan teknologinya, produknya, distribusinya dan pemasarannya.  Penggunaan pengetahuan akan memberikan peningkatan mutu, efisiensi produksi, efisiensi distribusi dan pemasaran serta keunggulan fungsional dari produk yang dihasilkan, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan daya saing ekonomis produk tersebut.  Di dalam kaitan ini, maka salah satu kegiatan yang sangat vital baik bagi penguasaan teknologi maupun dari penerapannya serta kesiapan sumber daya manusianya adalah kegiatan penelitian dan pengembangan pada semua tingkat, dari perguruan tinggi, lembaga penelitian sampai dengan industrinya.  Aksesibilitas informasi, data, dan pengetahuan menjadi faktor penentu di dalam kecepatan pemanfaatan pengetahuan ke dalam proses pertambahan nilai nasional tersebut.  Oleh karena itu adanya jaringan dan sistem informasi yang efektif secara nasional akan menjadi salah satu faktor pemberdaya (enabling factor) kemandirian dan daya saing nasional.  Inilah yang diharapkan yang dapat dikembangkan sebagai sistem Nusantara-21. Aksesibilitas data pengetahuan ini tidak saja menyangkut pra-sarana jaringan atau pipa informasi semata, tetapi justru kandungan pengetahuannya yang paling diperlukan dan perannya sangat kunci bagi keberhasilan Nusantara-21.

Pada saat ini sudah cukup banyak terdapat jaringan-jaringan yang sudah operasional, seperti IPTEKNET, Internet, dsb.  Akan tetapi semua ini hanya merupakan pipa penyalur informasi saja, sehingga belum efektif dari segi pemanfaatannya karena tidak didukung oleh sumber bank-data (data-base) yang dapat diakses secara on-line.  Oleh karena itu agar supaya jaringan-jaringan itu dapat lebih bermanfaat maka perlu diprioritaskan pengembangan bank-data atau pusat gudang pengetahuannya yang dapat diakses melalui jaringan data yang ada. Untuk itu perlu ditetapkan pusat-pusat bank data tersebut, baik yang dikelola oleh perguruan tinggi, lembaga pemerintah, maupun yang dikelola oleh swasta sebagai pelayanan data seperti Compu-net atau Chemical Abstracts di Amerika Serikat.  Masalah pusat bank-data ini adalah merupakan titik lemah nasional terbesar yang ada pada saat ini yang harus dikoreksi secepatnya.  Di dalam mengembangkan pusat data ini perlu diperhatikan manajemen data itu, termasuk penciptaannya, pemeliharaannya, jaminan mutu dan pengendalian mutunya, dan sistem kepakaran yang menjamin bahwa isi dari papa informasi dan pengetahuan yang terkandung di dalam bank data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Maksud & Tujuan

Maksud penulisan buku ini:

· Mengembangkan pemikiran konseptual aplikatif secara komprehensif integralistik tentang transformasi, proses dan mekanisme secara elektronis dari berbagai aplikasi (pendidikan, telemedik, telekarya dll.) dalam upaya pemanfaatan Nusantara-21.

· Mengidentifikasi persoalan yang dihadapi oleh penyelenggara layanan jasa / aplikasi Nusantara-21 dewasa ini, harapan masyarakat untuk perbaikan layanan serta prospek pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi untuk kemandirian, perbaikan / peningkatan mutu, percepatan, peningkatan efisiensi, produktivitas dan jangkauan layanan tersebut.

· Memperluas wawasan bagi mereka yang bergerak dan berkepentingan dengan berbagai bidang aplikasi khususnya integrasinya dengan teknologi informasi.

Tujuan:

· Gagasan / masukan bagi kebijaksanaan dan strategi pembangunan Nusantara-21 & berbagai aplikasi di atasnya, yang mampu memberikan sumbangan bagi peningkatan kemampuan kompetisi / bersaing bangsa Indonesia dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas.

· Masukan pada para peneliti dan pengambil keputusan dalam berbagai bidang aplikasi Nusantara-21, yang diharapkan dapat memberikan peluang terjadinya perubahan paradigma dalam berbagai bidang aplikasi Nusantara-21.

· Kepada para pengelola dan penyelenggara jasa / aplikasi Nusantara-21 sebagai suatu rujukan untuk mengadakan pembaharuan dalam satuan yang dipimpinnya.

· Bagi masyarakat teknologi, agar mereka dapat memahami berbagai kebutuhan dalam berbagai bidang aplikasi Nusantara-21 serta peluang dan kendala untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

· Bagi para sejawat dan teknolog dengan harapan dapat menyempurnakan dan mengembangkan lebih lanjut gagasan yang tertuang dalam buku ini.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan:

· Di usahakan untuk meliputi semua satuan / jalur / jenis dan jenjang yang berada dalam berbagai aplikasi Nusantara-21. Fokus akan diberikan pada kaitan / interaksi aplikasi Nusantara-21 dengan informasi / teknologi informasi.

· Lingkup teknologi yang dibahas dalam buku ini dibatasi pada teknologi telekomunikasi dan informasi yang terhimpun dalam jaringan Nusantara-21 serta yang terkait dengannya.

1.4 Sistematika Pembahasan

Pembahasan akan dibagi dalam dua bagian besar, yaitu:

· Buku Kerangka Konseptual yang berisi konsep umum dan rangkuman konsep masing-masing aplikasi

· Buku Aplikasi berisi konsep lebih rinci dari tiap-tiap aplikasi.

2 Visi, Misi, dan Tujuan Nusantara-21

2.1 Visi
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“Menyediakan wahana berbasis teknologi telekomunikasi dan informatika nasional di dalam proses transformasi bangsa Indonesia dari masyarakat tradisional (traditional society) menjadi sebuah masyarakat yang berwawasan IPTEK dan berbasis pengetahuan (knowledge based society).”
2.2 Misi

2.2.1 Misi Keseluruhan

Secara keseluruhan Nusantara-21 mempunyai misi untuk membantu seluruh masyarakat Indonesia di dalam proses transformasi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang berwawasan IPTEK dan berbasis pengetahuan dengan mengutamakan:

· Pencerdasan rakyat

· Kemandirian rakyat dalam bidang IPTEK dan ekonomi

· Ketahanan nasional

· Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

· Peningkatan daya-saing nasional

· Peningkatan produktivitas dan nilai-tambah rakyat

2.2.2 Misi Spesifik

Secara spesifik, dalam proses transformasi ini Nusantara-21 mempunyai misi untuk membantu masyarakat Indonesia dalam pengembangan bidang-bidang aktivitas masyarakat yang penting untuk mencapai misi keseluruhan di atas. Misi Nusantara-21 dalam beberapa bidang yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

· Pendidikan
Memberikan wahana berbasis teknologi telekomunikasi dan informatika untuk penyelenggaraan pendidikan dalam usaha mempercepat proses pencerdasan bangsa menjadi bangsa yang berwawasan IPTEK dan berbasis pengetahuan sehingga menjadi lebih kreatif, produktif, kompetitif, dan beriman.

· Kesehatan
Memberikan wahana berbasis teknologi telekomunikasi dan informatika untuk pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, dan efektif bagi masyarakat serta mendidik masyarakat untuk berwawasan kesehatan menuju rakyat yang sehat, sejahtera, dan produktif. Selain itu, sarana yang disediakan juga memungkinkan peningkatan penguasaan ilmu kesehatan dan kedokteran.

· Ketenagakerjaan
Memberikan wahana berbasis teknologi telekomunikasi dan informatika untuk memudahkan terjadinya proses karya yang lebih terdistribusi dan efektif sehingga dapat mengurangi keperluan transportasi karyawan pada berbagai bidang usaha dan berbagai bidang kegiatan yang berbasis pengetahuan.

· Perdagangan
Memberikan wahana berbasis teknologi telekomunikasi dan informatika untuk meningkatkan efisiensi proses & mekanisme perdagangan serta meningkatkan pemberdayaan pengusaha kecil & menengah dalam penetrasi persaingan produk andalan dalam pasar global dengan bertumpu pada tiga faktor utama: harga produk yang bersaing, standar mutu yang tinggi, dan waktu sampai ke pasar yang singkat.

· Perbankan & Keuangan

Memberikan wahana berbasis teknologi telekomunikasi dan informatika untuk memperlancar transaksi ekonomi dan meningkatkan produktifitas pengelolaan dana masyarakat sehingga dapat dipergunakan semaksimal mungkin bagi pertumbuhan ekonomi.

· POS
Memberikan wahana berbasis teknologi telekomunikasi dan informatika untuk mengembangkan jasa-jasa perposan sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan pelayanan pos baik dari msyarakat umum maupun pelaku-pelaku bisnis.

· Pariwisata
Memberikan wahana berbasis teknologi telekomunikasi dan informatika untuk mengembangkan kepariwisataan yang mampu menumbuhkembangkan kesejahteraan dan perdamaian.

2.3 Tujuan

Dalam melaksanakan misinya baik secara keseluruhan maupun spesifik, Nusantara-21 diharapkan dapat mencapai sasaran-sasaran berikut:

· memperkaya hidup masyarakat,

· memberdayakan aparatur negara dan birokrasi pemerintah,

· menciptakan daya saing bisnis,

· mendukung penyelenggaraan pertahanan keamanan negara,

· membangun informasi dasar,

· meningkatkan mutu dan efektivitas pendidikan,

· meningkatkan kemandirian dan penguasaan teknologi,

· meningkatkan produktivitas rakyat.

3 Strategi Pengembangan Nusantara-21

3.1 Nusantara-21 Sebagai Kerangka Kerja
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Sebagai wahana transformasi masyarakat menjadi masyarakat berbasis pengetahuan, Nusantara-21 dapat dilihat sebagai suatu kerangka kerja (frame-work) yang dinamis sifatnya. Untuk memahami sosok Nusantara-21 sebagai kerangka kerja transformasi ini, kami mencoba menggunakan metafora “kendaraan” seperti terlihat pada gambar di atas. Dalam metafora ini, lingkungan Nusantara-21 terdiri dari kendaraan (aplikasi yang berbasis pengetahuan), roda (jaringan informasi), jalan (infrastruktur komunikasi beserta regulasinya), rambu-rambu (perangkat hukum), tenaga pendorong (sumber daya telekomunikasi & informatika), tenaga penarik (peluang/kebutuhan masa depan).

Dengan menggunakan metafora ini, proses transformasi masyarakat terlihat sebagai suatu proses yang dinamis dengan menggunakan kendaraan yang bergerak mencapai tujuannya melalui jalan yang dilengkapi rambu-rambu lalu lintas untuk menjamin arah gerakan yang dikehendaki. Lebih lanjut, kendaraan tersebut digerakkan oleh tenaga penggerak baik yang berupa tenaga pendorong maupun yang berupa tenaga penarik.

Untuk lebih jelasnya, masing-masing komponen dari Nusantara-21 yagn disebutkan di atas akan kami jabarkan lebih lanjut pada uraian berikut:

· Infrastruktur Komunikasi beserta Regulasinya, komponen ini digambarkan sebagai jalan raya yang lebar yang merepresentasikan segala bentuk media komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi dijital di antara dua atau lebih pihak. Keterpaduan infrastruktur komunikasi dengan regulasinya merupakan aspek penting untuk menjamin keefektifan penggunaan segala bentuk media komunikasi dalam konteks Nusantara-21.

· Jaringan Informasi, komponen ini digambarkan dalam bentuk roda-roda kendaraan yang merepresentasikan segala bentuk infrastruktur informasi yang memungkinkan pemanfaatan infrastruktur komunikasi oleh aplikasi secara efisien dan efektif. Banyaknya roda merepresentasikan berbagai macam jalur akses ke infrastruktur komunikasi yang tersedia.

· Basis Data Pengetahuan, komponen ini digambarkan sebagai lapisan di atas roda-roda kendaraan yang merepresentasikan segala bentuk informasi yang telah dibangun secara sistematis dengan menggunakan metodologi yang sesuai dengan kebutuhan aplikasinya dan memenuhi standar mutu tertentu. Di samping itu, basis data pengetahuan ini menuntut pengelolaan yang seksama sehingga keabsahan kandungan datanya dapat dijamin. Basis data pengetahuan ini memegang posisi kunci dalam konteks Nusantara-21 karena ia akan menentukan nilai tambah setiap aplikasi yang akan dikembangkan nantinya.

· Aplikasi, komponen ini digambarkan sebagai lapisan yang berada di atas lapisan basis data pengetahuan. Keduanya, aplikasi dan basis data pengetahuan, membentuk bagian utama dari kendaraan yang akan membawa muatannya (masyarakat tradisional) ke tempat tujuannya (masyarakat berbasis pengetahuan). Keberadaannya yang di atas lapisan basis data pengetahuan merepresentasikan kebergantungannya pada pengetahuan, yang merupakan kunci persaingan global di masa depan.

· Sumber Daya Telematika, komponen ini digambarkan sebagai tenaga pendorong kendaraan yang  merepresentasikan segala bentuk sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan program-program Nusantara-21. Sumber daya ini mencakup sumber daya teknologi telekomunikasi dan informatika beserta sumber daya manusianya.

· Kebutuhan/Peluang, komponen ini digambarkan sebagai tenaga penarik kendaraan yang merepersentasikan segala bentuk kebutuhan masa depan atau peluang baru yang timbul pada era ekonomi digital di masa depan.

· Perangkat Hukum, adalah segala macam bentuk hukum yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan pengimplementasian Nusantara-21 sesuai dengan kebutuhan masyarakat nantinya.

3.2 Kebijakan Umum Pengembangan Program-program Nusantara-21

Berdasarkan kerangka kerja yang telah diuraikan di atas, maka pengembangan program-program Nusantara-21 nanti haruslah memperhatikan ketujuh komponen “kendaraan” yang telah diuraikan sebelumnya. Keterkaitan antarkomponen dapat digunakan untuk menentukan jadwal pengembangan masing-masing komponen sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal.

Lebih lanjut, dalam mengembangkan program-program Nusantara-21 nanti diperlukan seperangkat kebijakan umum sebagai pelengkap kerangka kerja yang telah diuraikan sebelumnya. Kebijakan umum yang dimaksud diuraikan pada butir-butir berikut:

· Melibatkan lebih banyak peran aktor / pemain swasta / masyarakat sendiri dalam proses pembangunannya.

· Pemerintah lebih banyak bertindak sebagai lembaga yang mengatur lingkungan yang kondusif dan fleksibel untuk pembangunan tersebut.

· Mempromosikan mekanisme persaingan bebas.

· Menjamin keterbukaan akses yang universal bagi seluruh lapisan masyarakat.

· Dalam kalimat sederhana:

Nusantara-21 tidak di arahkan menjadi sebuah proyek besar / mercusuar pemerintah akan tetapi menjadi gerakan masyarakat, oleh masyarakat, dengan dana masyarakat, yang di arahkan & diberikan insentif melalui kebijakan & regulasi pemerintah.
3.3 Kebijakan Pengembangan Aplikasi Nusantara-21

Pengembangan aplikasi Nusantara-21 perlu mendapat perhatian khusus karena komponen ini merupakan komponen yang akan langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan beragamnya aplikasi yang mungkin dikembangkan, skala prioritas perlu ditetapkan agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Penetapan skala prioritas ini, terutama dalam menentukan aplikasi mana yang dianggap paling penting untuk dikembangkan terlebih dahulu, menuntut keterlibatan baik pihak pemerintah sebagai regulator maupun pihak swasta sebagai investor dan juga pemain bisnis nantinya.

Sebagai contoh, di sini diuraikan sebagian dari aplikasi-aplikasi yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari komponen Nusantara-21 sebagai wahana transformasi masyarakat. Aplikasi-aplikasi ini dapat dimasukkan ke dalam 3 kelompok aplikasi pemacu program Telematika Nasional:



· Aplikasi Pemacu Pemerkayaan Hidup:

· Telemedik

· Telekarya

· Pendidikan

· Aplikasi Pemacu Penciptaan Daya Saing Bisnis:

· Perbankan & Keuangan

· Pos

· Pariwisata

· Manufaktur
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Selanjutnya, pengembangan masing-masing aplikasi perlu mengacu pada model pengembangan aplikasi Nusantara-21 seperti yang diuraikan pada bagian berikut.

Model generik dari pengembangan aplikasi NUSASANTARA-21 tampak pada gambar di samping. Terdiri dari dua buah komponen utama, yaitu:

· Knowledge Generation.

· Knowledge Distribution.

Masing-masing komponen mepunyai komponen pendukung seperti player, interaksi antar player, maupun konsensus / tata cara transaksi yang di sepakati. Semua ini di rangkum dalam beberapa komponen, seperti:

· Knowledge user / generator / creator.

· Knowledge maintenance.

· Knowledge management & quality assurance.

· Information / content management (termasuk sekurity & authentikasi dll).

· Information / Content provider / distributor.

Di harapkan pada setiap aplikasi Nusantara-21, komponen ini dapat di identifikasi dengan jelas, & interaksi di antara komponen terebut dapat direncanakan dengan matang.

YLTI sangat menaruh perhatian masalah knowledge generation dan quality assurance dari knowledge tersebut.  Oleh karena itu, kami sangat menekankan masing-masing aplikasi Nusantara-21 untuk dapat meluangkan lebih banyak pemikiran pada masalah ini. 

Pola pendanaan (financing) harus di definisikan dengan baik dalam bisnis plan, supaya dimungkinkan pola self-financing yang memungkinkan sustainable dari action yang dilakukan.

[image: image28.wmf]
Proses sintesa knowledge melalui proses iterasi yang panjang yang melibatkan banyak pihak untuk menjamin kualitas knowledge tersebut. Penyederhanaan dari proses ini tampak pada gambar di atas yang melibatkan proses:

· seleksi

· verifikasi

· QA & QC

· sistematisasi (cataloging, indexing & classification)

User dan creator mungkin merupakan entiti yang sama, mungkin pula berbeda. Pola financing perlu dimasukan di dalam proses, untuk menjamin sustainability.

4 Kerangka Kerja Pengembangan Aplikasi

4.1 Telemedik

4.1.1 Model Transformasi Kesehatan

Kondisi Awal

Harapan
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· Pola PUSKESMAS, Rumah Sakit, & Global.

Kondisi Teknologi Informasi

Kondisi Teknologi Informasi

· SSB

· VHF / 2 meter-an.



· Internet based.

· SIM Kesehatan

· SIM Pengendalian Personil

· SIM Pengendalian Keuangan

· SIM Pengendalian Logistik.

Kondisi SDM

Kondisi SDM





4.1.2 Fungsi-fungsi dalam Kesehatan

Fungsi Dalam Model
Institutions / Organizations

Knowledge Generation


Data / Information Creator
· Center of Exellence kesehatan

· Rumah Sakit / PUSKESMAS

Knowledge Maintainence
· Kanwil / Kandep / Dinas Kesehatan

· Biro Kepegawaian

· Biro Keuangan

· Biro Perlengkapan

Knowledge Management & Quality Assurance
· Belum secara eksplisit dijelaskan

· BPKP / BPK / Irjen untuk keuangan.

Knowledge Dissemination


Information / Content Management
· Belum secara eksplisit dijelaskan.

· Sebaiknya bertumpu pada infrastruktur Electronic Commerce.

Information / Content Provider / Distributor
· Belum secara eksplisit dijelaskan.



Self-Financing Scheme
· Belum secara eksplsit dijelaskan.

· Pola masih bertumpu pada rumash sakit pemerintah yang tergantung pada DIP / DUK dll.

4.1.3 Model transaksi Kesehatan
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Gambar di atas adalah sistem pelayanan kesehatan paripurna, terpadu dan berjenjang berbasis kabupaten (Health care delivery system based in district) dilihat dari sisi informasi.

Puskesmas dan Rumah Sakit Kelas D sebagai ujung tombak perawatan mampu mengatasi gawat darurat untuk penyelamatan jiwa (life saving) atau mengurangi kecacatan  (dissability limitation).

Konsep Rumah Sakit Proaktif dengan manajemen pelayanan yang memiliki wilayah cakupan tertentu, dan berfungsi sebagai RS promotor kesehatan  (Health promoting Hospital) dengan memperhatikan tanggung jawab moral (accountability) dari para pengelola dan staff-Rumah Sakit.

Di dukung oleh sistem informasi untuk layanan medik dan kesehatan masyarakat / administrasi kesehatan yang terdiri dari empat (4) buah database utama.

4.1.4 Strategi

Konfigurasi awal Telemedicine:
· Pada dasarnya untuk memecahkan masalah-masalah geografis dan kelangkaan sumber daya kedokteran tersebut di atas.

· Tetap menggunakan pola rujukan berjenjang.

· Konsultasi dua arah menggunakan HF SSB atau VHF FM (awalnya).

· Konsultasi dua arah menggunakan E-mail (awal Pelita VI).

· Dokter spesialis wajib memberikan pengarahan kepada Dokter Puskesmas melalui media komunikasi Radio / E-mail.

· Konsep Rumah Sakit Proaktif dengan manajemen pelayanan yang memiliki wilayah cakupan tertentu, dan berfungsi sebagai RS promotor kesehatan  (Health promoting Hospital) dengan memperhatikan tanggung jawab moral (accountability) dari para pengelola & staff-Rumah Sakit.

Konfigurasi Pengembangan Telemedik:

· Komunikasi timbal balik Puskesmas, RS dan Center of Excellence kedokteran dengan mengacu kepada pola rujukan berjenjang.

· Jaringan nasional institusi kesehatan dan IPTEK kesehatan dengan koneksi global.

Strategi empowerment SDM perlu di cermati, antara lain dapat meliputi / memfokuskan pada:

· Peningkatan IT literacy para dokter / para-medis di lapangan.

· Reformasi yang mendasar dalam sistem reward & punishment SDM sehingga reward diberikan secara lebih nyata pada SDM yang berhasil mencapai objektif.

· Kerjasama kemitraan dengan berbagai lembaga pendidikan komputer / IT untuk membantu menutup kesenjangan IT literacy yang ada.

· Kerjasama / kemitraan dengan LSM / NGO lokal untuk berinteraksi dengan masyarakat yang masih belum IT literate.

4.2 Telekarya

4.2.1 Model Transformasi Telekarya

Kondisi Awal

Harapan

Kondisi Interaksi

Kondisi Interaksi
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Secara tradisional, fisik ke kantor / bertemu muka.

· Secara fisik berjalan.

· home-based teleworking.

· satellite office.

· nomadic teleworking.

· virtual office.

· knowledge based economy.

Kondisi Teknologi Informasi

Kondisi Teknologi Informasi

· tidak menggunakan teknologi informasi untuk transaksi.



· teknologi informasi digunakan secara maksimal.

· teknologi komunikasi digunakan untuk data & multimedia.

Kondisi SDM Penunjang

Kondisi SDM Penunjang

· belum secara eksplisit dijelaskan

- belum secara eksplisit dijelaskan.

4.2.2 Fungsi-fungsi dalam Nusantara-21 Telekarya

Fungsi Dalam Model
Institutions / Organizations

Knowledge Generation


Data / Information Creator
· Belum secara eksplisit dijelaskan.

· Teleworker mampu sebagai data / incformation creator.

Knowledge Maintainence
· Belum secara eksplisit dijelaskan.

· Bertumpu pada institusi yang ada yang berkaitan dengan knowledge maintainence.

Knowledge Management & Quality Assurance
· Belum secara eksplisit dijelaskan.

· Bertumpu pada institusi yang ada yang berkaitan dengan Quality Assuarnce.

Knowledge Dissemination


Information / Content Management
· Masing-masing pekerja (teleworker)

· Bertumpu pada infrastruktur Electronic Commerce N-21.

Information / Content Provider / Distributor
· Belum secara eksplisit di jelaskan.

· Bertumpu pada Webhosting / Content Provider yang ada.

Self-Financing Scheme
· Pilot project dibiayai oleh sponsor.

· Proses sosialisasi dilakukan setelah pilot project diluncurkan.

· Adopsi & self0financing diharapkan terjadi setelah pilot project.

Model Transaksi dalam Telekarya


Tampak pada gambar, pada dasarnya ada empat (4) macam telekarya, yaitu: Home-based telekarya, melalui Telecenter, Nomadic, dan Virtual Office dengan remote co-worker.

Manfaat yang diperoleh karyawan telekarya cukup lebar, mulai dari penghematan biaya, fleksibilitas waktu kerja, kemudahan bagi eksekutif wanita & penderita cacat, menambah waktu untuk keluarga & masyarakat.

Bagi perusahaan memperoleh, penghematan biaya, peningkatan produktifitas, pengurangan absesn, ketahanan terhadao gangguan eksternal, meningkatkan motivasi karyawan.

Masyarakat akan memperoleh beberapa keuntungan, seperti penguarangan tekanan pada sistem transportasi, kongesti lalu lintas & polusi, perbaikan tata ruang.

Implementasi telekarya juga akan mengalami beberapa kendala, baik dari sisi manajerial & pimpinan, tidak semua perusahaan cocok, motivasi karyawan, isolasi sosial, tempat di rumah yang kurang cocok, sosial budaya yang menghambat. 

4.2.3 Strategi

Melakukan proyek perdana dengan pembangunan telesenter atau kantor satelit yang mencakup fasilitas penyediaan telekomunikasi , teknologi informasi dan peralatan kantor lainnya untuk memungkinkan kerja jarak jauh. Telesenter harus mudah dijangkau para karyawan & dapat melayani telekaryawan dari satu organisasi saja atau beberapa organisasi. Beberapa hal yang terkait:

· Untuk proyek perdana dibangun atau disewa beberapa gedung di beberapa real estat besar di daerah pinggiran Jakarta, yang merupakan hunian sebagian besar karyawan.

· Dalam gedung tersebut disediakan fasilitas teknologi informasi (IT) dan telekomunikasi yang andal dan mutakhir & menghubungkannya dengan kawasan bisnis di Jakarta (umpamanya di segi tiga Thamrin-Sudirman-Kuningan).

· Proyek perdana dipimpin oleh Gubernur  Kepala  Daerah Istimewa Jakarta. Wakil-wakil tingkat tinggi dari TELKOM, INDOSAT, KADIN dan Asosiasi Pengembang Real Estat diundang sebagai pendamping. Para pengusaha pengembang Real Estat diperlukan agar mereka dapat aktif dalam penyediaan telesenter secara komersial & sosialisasi / kampanye untuk adopsi telesenter.

Strategi empowerment SDM perlu di cermati, antara lain dapat meliputi / memfokuskan pada:

· Peningkatan IT literacy dalam dunia pendidikan di Indonesia

· Reformasi yang mendasar dalam sistem reward & punishment SDM sehingga reward diberikan secara lebih nyata pada SDM yang berhasil mencapai objektif. Kehadiran secara fisik, interaksi fisik atasan bawahan diharapkan bukan menjadi tuntutan dalam reward.

· Kerjasama kemitraan dengan berbagai lembaga pendidikan komputer / IT untuk membantu menutup kesenjangan IT literacy yang ada.

· Kerjasama / kemitraan dengan LSM / NGO lokal untuk berinteraksi dengan masyarakat yang masih belum IT literate.

Pendidikan

4.2.4 Model Transformasi Dunia Pendidikan

Kondisi Saat Ini

Kondisi Yang Diharapkan

· Belum semua program pendidikan berorientasi pada kebutuhan lapangan.



· Terdapat kesenjangan dalam jumlah, kualitas, dan distribusi guru/tenaga pengajar pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

· Tersedianya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh untuk memperkaya sistem yang ada.

· Terdapat keragaman kualitas pendidikan tinggi menurut lokasi geografis.

· Terciptanya kolaborasi antarlembaga pendidikan dalam suatu jaringan pendidikan jarak jauh.

· Terdapat kesenjangan tingkat kemajuan antardaerah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

· Tersedianya akses universal ke sumber informasi pengetahuan bagi kalangan pendidikan / pelatihan.

· Kekurangan sarana dan prasarana pendidikan dan distribusinya yang belum merata.




Pola Interaksi Antar-Pelaku Pendidikan

Pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan memungkinkan perluasan cakupan institusi pendidikan, baik tenaga pendidiknya maupun sumber informasi pengetahuannya (perpustakaan, dll.) sehingga dapat menjangkau peserta didik dalam jumlah yang lebih besar dibanding dengan sistem yang konvensional. Pola interaksi pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dapat dilihat pada gambar di atas.

Di samping memungkinkan perluasan cakupan institusi pendidikan, teknologi informasi juga menyebabkan perubahan paradigma dunia pendidikan. Hal ini disebabkan karena kemampuan teknologi mempercepat transfer ilmu pengetahuan (knowledge). Perubahan paradigma ini dapat diuraikan sebagai berikut.

· Distributed Intelligence / Knowledge. Pengetahuan tidak lagi terpusat di lembaga pendidikan formal akan tetapi terdistribusi di segala penjuru dunia & sangat kondusif untuk long life learning. Konsep transformasi data ( informasi ( pengetahuan (knowledge) menjadi penting & kemampuan untuk mengatasi overflow informasi.

· Resource Sharing & Produsen Pengetahuan. Kemampuan untuk memproduksi informasi & pengetahuan dan melakukan resource sharing bertumpu pada teknologi informasi akan sangat menguntungkan Produsen Pengetahuan & masyarakat pada umumnya.

· Collective Wisdom. Guru tidak memiliki jawaban segala hal. Guru menjadi mediator, group influence dalam kelompok (group peer constraint) menjadi penting dalam membangun pengetahuan. Learning based lebih menonjol daripada teaching based. 

· Training for Trainer menjadi sangat penting sekali untuk tetap menjaga kemampuan guru / dosen sebagai mediator dalam ke tiga proses utama yang dia emban dalam dunia pendidikan; pendidikan, penelitian & pengabdian masyarakat di bantu dengan teknologi informasi.

· Generation lap. Berbeda dengan tahun ‘60-70-an dimana terjadi generation gap. Pada dekade ’90 & abad 21, yang akan terjadi adalah generation lap – dimana pengetahuan generasi muda melompati pengetahuan generasi di atasnya karena di bantu teknologi informasi.

· Society Audit / Accredited. Masyarakat & dunia profesional yang akhirnya akan memberikan penilaian (Audit & Akreditasi) akan kemampuan seseorang. Ijasah sekolah belum tentu menjamin.

· Proses transformasi budaya. Budaya yang lemah & pasif akan dipengaruhi oleh budaya yang kuat & agresif yang bercirikan (Selo Sumardjan,1993):

· Cara berpikir yang rasional dan realistik

· Kebiasaan membaca yang tinggi

· Kemampuan mengembangkan dan menyerap ilmu dan pengetahuan yang banyak dan cepat.

· Terbukanya untuk inovasi, bahkan selalu berusaha mencari hal-hal baru.

· Pandangan hidup yang berdimensi lokal, nasional dan universal.

· Mampu memprediksi dan merencanakan masadepan.

· Teknologi yang senantiasa berkembang dan digunakan. 

4.2.5 Fungsi-fungsi Dalam Model Pengembangan Basis Data Pengetahuan untuk Aplikasi Pendidikan

Tabel berikut menunjukkan pelaku-pelaku yang terlibat dalam pembuatan dan pendiseminasian informasi pengetahuan sesuai model pengembangan aplikasi yang telah diuraikan di muka.

Fungsi Dalam Model
Institusi / Organisasi

Knowledge Generation


Data / Information Creator :
Tenaga pengajar / pelatih, pakar, tenaga profesional

Knowledge Maintainence :
Lembaga pendidikan / pelatihan / penelitian

Knowledge Management & Quality Assurance :
Konsorsium Bidang Ilmu DEPDIKBUD, Ikatan profesi

Knowledge Dissemination


Information / Content Management :
Lembaga pendidikan / pelatihan

Information / Content Provider / Distributor :
Lembaga pendidikan / pelatihan

Self-Financing Scheme


4.2.6 Kebijakan dalam Pengembangan Aplikasi Pendidikan

· Kebijakan Umum:

· Rencana pengembangan harus berdasarkan analisis kebutuhan dan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, dengan mencari jalan pemecahan melalui teknologi informasi yang sifatnya massal.

· Prioritas pada pemerataan mutu dan kesempatan/pelayanan pendidikan.

· Usahan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan harus dimulai dari titik pangkal strategis yaitu tenaga pengajar.

· Media pendidikan yang dipakai minimal harus yang telah terbukti efektif di tempat / negara lain, dan yang ideal telah dapat dibuktikan efektivitasnya di Indonesia.

· Harus diusahakan pendekatan integratif dengan semua unti yang bersangkutan, atau minimal ada koordinasi penuh dengan kegiatan lain yang berkaitan langsung.

· Harus dapat dikembangkan tenaga sendiri untuk melaksanakan kegiatan.

· Harus dapat mengusahakan social pay-off yang sebesar-besarnya.

· Harus dapat meminimumkan gejolak negatif yang mungkin timbul.

· Pola pengembangan harus bersifat luwes hingga memungkinkan: keterlibatan jumlah sasaran secara maksimal, pengembangan layanan, dan penyebaran (desentralisasi) kegiatan.

· Luaran kegiatan harus tidak sekedar berupa tambahan, melainkan sesuatu yang inovatif dalam menunjang sitem penyajian yang efektif.

· Kebijakan Teknologi:

· Fokus harus diberikan pada  “belajar dengan teknologi”, dan bukannya pada “belajar mengenai teknologi”. Pengintegrasian teknologi ke dalam kurikulum diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

· Diberikan perhatian utama pada isi dan pedagogi yang tersalur melalui teknologi; jadi bukan perangkat kerasnya yang diutamakan. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan perangkat lunak pendidikan dan sumber informasi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum merupakan tantangan yang lebih utama.

· Diberikan perhatian khusus pada pengembangan tenaga profesional dalam teknologi pendidikan yang mencakup mempersiapkan tenaga pengajar untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar / mengajar.

· Dijamin adanya pemerataan atau akses universal bagi kalangan pendidikan. Semua siswa, tanpa memandang status sosial ekonomi, ras, etnik, jenis kelamin, atau faktor geografis harus memperoleh akses terhadap pengetahuan dan sarana komunikasi yang sama.

· Diperlukan penelitian untuk menentukan teknologi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan kondisi sosial budaya peserta pendidikan.

4.2.7 Strategi Pengembangan Aplikasi Pendidikan

· Pengembangan Sumber Informasi & Institusi Pendidikan / Tenaga Pengajar :

· Hilangkan / memudahkan ijin penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Saat ini masih di batasi untuk universitas terbuka (UT). Perlu diubah supaya kerjasama internasional & pemberian kuliah / pendidikan jarak jauh dapat dilakukan oleh semua institusi.

· Training & Certified trainers. Insentif supaya standarisasi pengajaran dapat diperoleh merata di Indonesia. Proses training & sertifikasi trainer dengan sendirinya akan dilakukan oleh pihak swasta jika ijin penyelenggarakan pendidikan jarak jauh dihilangkan / dimudahkan karena banyaknya kebutuhan akan asisten.

· Non-degree program. Terutama ditujukan bagi profesional yang menginginkan agar tidak tertinggal dalam dunia usahanya. Alternatif ini menjadi menarik karena kita tidak perlu mengadakan perubahan cukup drastis dalam regulasi & kurikulum baku yang berjalan selama ini.

· Penyiapan murid / siswa / masyarakat:

· Insentif untuk membangun masyarakat informasi (demand). Secara teknologi sangat sederhana karena dapat menggunakan pesan elektronis (e-mail). Proses dapat dilakukan oleh masyarakat, diperlukan incentive untuk dukungan server.

· Memberikan kesempatan masyarakat & pemerintah untuk melepas informasi. Incentive diberikan & sangsi di tiadakan untuk bypass struktural pada proses pelepasan informasi. Contoh, HUMAS (distributor informasi) dapat di bypass jika tidak mampu melaksanakan tugasnya.

· Sertifikasi Global. Biarkan institusi internasional / global melakukan sertifikasi lulusan / dunia pendidikan Indonesia jika kita ingin masuk ke dalam kompetisi global. Fungsi DEPDIKBUD hanya membantu proses sertifikasi, akan tetapi masyarakat & dunia profesional yang akhirnya akan menentukan.

· Pengembangan Perangkat Peraturan

· Hak cipta perangkat lunak

· Hak pakai jaringan komunikasi

· Tarif sarana komunikasi dan energi listrik

· Berbagai aturan perpajakan

4.3 Perbankan

4.3.1 Model Keuangan dan Perbankan
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Interaksi Sektor Perbankan dan Keuangan

Usaha Bank meliputi beberapa hal, seperti:

· Menghimpun dana, melalui:

· Cara tradisional, usaha menghimpun dana dari masyarakat.

· Sumber dana lain yang berasal dari nasabah antara lain

· Dana yang bersumber dari lembaga keuangan.

· Menyalurkan dana / kredit.

· Jasa lainnya, seperti lalu lintas keuangan, jual-beli uang / surat berharga lainnya.

Pemanfaatan Teknologi Informasi di dunia Perbankan terutama untuk:

· Percepatan Operasi Internal Bank

· Peningkatan Pelayanan Nasabah

· Hubungan Antar Instansi / Bank


Model Dunia Pasar Modal, dasar kegiat-an Pasar Modal di Indonesia sejak ber-dirinya Badan Pelak-sana Pasar Modal (BAPEPAM) tahun 1977, sesuai Kepu-tusan Presiden No.52 Tahun 1976.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, khususnya untuk:

· paperless / scriptless trading
· remote trading
· integrasi bursa efek yang ada di Indonesia

Sektor keuangan lain di Indonesia yang terlibat adalah:

· Perusahaan Asuransi

· Perusahaan Pembiayaan (Credit Card, Leasing, Factoring, Consumer Good)

Pemanfaatan Teknologi Informasi / Infrastruktur Nusantara-21, antara lain untuk:

· Perluasan cakupan usaha dengan membuka cabang-cabang di daerah

· Media pertukaran informasi antara sesama perusahaan asuransi, broker, industri perbankan, serta lembaga pembiayaan lainnya

4.3.2 Transformasi Dunia Keuangan dan Perbankan

KONDISI SAAT INI

KONDISI HARAPAN

· Tidak ada standar nasional

· Tidak ada prosedur keamanan nasional

· Jangkauan terbatas

· Sektoral

· Real banking and monetary system

· Teknologi tidak terintegrasi

· Standar nasional yang kompatibel dengan standar internasional

· Keamanan nasional

· Jangkauan nasional dengan interkoneksi global

· Terpadu : monetary institutions

· Virtual banking and monetary system

· Integrasi teknologi

4.3.3 Fungsi-fungsi dalam Model Transformasi Dunia Keuangan dan Perbankan

Fungsi dalam model
Institusi/Organisasi

Knowledge Generation


Data/Information Creator
Lembaga keuangan : Bank, Bursa Efek/Pasar modal, Perusahaan Asuransi; analis keuangan, lembaga-lembaga penunjang, dll.

Knowledge Maintenance
Lembaga analis keuangan melalui komunikasi interaktif yang transparan dengan information creator di dunia usaha perbankan dan keuangan 

Knowledge Management & Quality assurance
Banking, Monetary and micro economy Analyst Voluntary Board (*tidak disebutkan dalam artikel asli tetapi merupakan usulan editor)

Knowledge Dissemination




Information/Content management
Lembaga keuangan masing-masing, lembaga-lembaga penunjangnya, regulator keamanan nasional, dan resources yang ada di electronic commerce

Information/Content Provider/Distributor
Web hosting : Bank, Publikasi-publikasi pasar modal dan keuangan lainnya, warung multimedia

Self-Financing Scheme
Secara alamiah tiap-tiap institusi pelaku akan mengeluarkan biaya yang merupakan bagiannya masing-masing yang pada akhirnya dibebankan kepada end user

4.3.4 Strategi Aplikasi Perbankan

4.3.4.1 Standarisasi

· Standarisasi Prosedur Perbankan, meliputi:

· Prosedur Internal Bank

· Prosedur Antar Bank

· Prosedur Ekstra Bank

· Yang harus diperhatikan untuk menetapkan standarisasi prosedur:

· Akan menghilangnya batas dan kewenangan suatu negara dalam pengelolaan mata uang, karena penggunaan mata uang virtual (cyber money).

· Semakin rendahnya biaya transaksi, meningkatkan daya beli masyarakat.

· Perluasan pasar perbankan, penetrasi perbankan global ke Indonesia maupun sebaliknya.

· Transparansi sistem prosedur perbankan dimasa datang.

· Penentuan prosedur kerja dalam rangka keterkaitan antara lembaga perbankan dengan lembaga yang terkait dengan keuangan individu nasabah perbankan, seperti Kantor Pajak dll.

· Standarisasi Prosedur Pasar Modal, mengatur:
· Hubungan internal pasar modal

· Hubungan dengan pelaku pasar modal, seperti Emiten, Penjami Emisi Efek, Pialang dan Investor

· Hubungan Lembaga Penunjang Pasar Modal, seperti Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan (LPP) dan Profesi Penunjang seperti Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Perusahaan Penilai

· Hubungan ekstra pasar modal, seperti Pasar modal di luar negeri dan hubungan antar pasar modal dengan non pasar modal 

· Standarisasi Prosedur Sektor Keuangan Lainnya, seperti:

Kebutuhan yang dapat diidentifikasi adalah kebutuhan sub-sektor asuransi dan sub-sektor lembaga pembiayaan non-bank. Secara umum hampir sama dengan Perbankan, hanya ada yang spesifik seperti polis asuransi yang tidak dapat ditanggung sendiri akan ditawarkan kepada asuransi yang lain sehingga, polis tersebut dapat ditanggung oleh industri asuransi domestik, dan tidak perlu ditawarkan lagi kepada asuransi di luar negeri. 

· Standarisasi Perangkat Informasi, yang terdiri dari dua (2) kelompok besar yang harus dipersiapkan :

· Perangkat Pengolah, berupa sertifikasi perangkat seperti:

· EFT/POS = Electronic Fund Transfer/Point of Sales
· ATM = Anjungan Tunai Mandiri

· Mesin Debit/Credit Card
· Mesin Smart Card
· Format Message Informasi, mengadopsi standard Internasional seperti UN-EDIFACT.

4.3.4.2 Keamanan (Sekuriti)

Tiga (3) klasifikasi penyedia jasa pengamanan informasi elektronis:

· Kerahasiaan dan Privasi

· Keaslian

· Ketersediaan

Tiga (3) tingkat pelaksanaan pengamanan elektronis:

· Pengamanan Sendiri – oleh Bank / Institusi itu sendiri.

· Pengamanan Bersama – oleh beberapa Bank dalam aturan yang ditetapkan bersama.

· Pengamanan Nasional – oleh Regulator Nasional sebagai penyusun aturan nasional sistem aturan perbankan dan keuangan.

Lima (5) perangkat sistem yang harus diberikan perhatian dalam pengamanannya.

· Jaringan - pada Akses Jaringan dan Enkripsi Lalu Lintas Jaringan.

· Perangkat Keras – menggunakan Toleransi Kesalahan (Fault Tolerance) dan Penyiapan Cadangan (Backup Recovery).

· Perangkat Lunak - Pengamanan Sistem Operasi, Pemberian Kata Sandi / Password, Menu akses.

· Enkripsi Data

· Manajemen Risiko

4.3.4.3 Keterpaduan

Dengan sektor:

· Pemerintah

· Industri Manufaktur

· Perdagangan Umum dan “Retail”

· Industri Pertambangan, Pariwisata dan Industri lainnya yang terkait

· Global atau Internasional.

Aspek yang dipadukan:

· Sistem Prosedur, dalam Format Administrasi & Format Pesan (Message).

· Sistem Teknologi dan Informasi, keterkaitan dalam Database, Internet & Sistem Operasi.

· Operasional, sinergi dari sektor-sektor yang menjalankan konsep Nusantara-21 secara nasional dan sistem dan prosedur yang berlaku di dunia internasional.

4.3.4.4 Jangkauan

Untuk memperluas jaringan usaha, memerlukan:

· Infrastruktur Telekomunikasi

· Jaringan Komunikasi Teresterial, seperti Frame Relay, ATM (Asynchronous Transfer Mode) dsb.

· Jaringan Komunikasi Satelit, seperti VSAT-Net (TDMA), VSAT-Link (SCPC / BOD) dsb.

· Bawah Laut, seperti SKKL

4.3.4.5 Integrasi Teknologi 

Perlu integrasi berbagai teknologi untuk dimanfaatkan dalam dunia perbankan / keuangan.

· Sinkronisasi dengan Program Terkait

· Sinkronisasi dengan program keseluruhan dari Nusantara-21.

Sistem Distribusi (Delivery Channel). Dikategorikan atas 2 bagian besar, yaitu:

· Sistem Distribusi Elektronis, seperti; ATM, KIOS, Internet, Kartu Pintar (Smart Card), Telpon dengan Layar (Screen Phone).

· Sistem Distribusi Non-Elektronis, seperti; Perluasan Kantor Cabang dan Peningkatan Jumlah Tenaga Pelayanan di Daerah-Daerah.

4.3.4.6 Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia (baik formal maupun non-formal) adalah salah satu kunci keberhasilan dari implementasi konsep Nusantara-21 pada sektor perbankan dan keuangan.

Untuk pendidikan non-formal dapat menggunakan jalur-jalur : Balai Latihan Kerja, Pusat kursus ketrampilan, Lembaga profesi yang diharapkan terbentuk melalui program Nusantara-21.

4.3.4.7 Dasar Kebijakan

Tema sentral:

· Efisiensi secara nasional serta adanya suatu pelayanan yang dapat mendukung pertumbuhan pada sektor tersebut.

· Diperlukan suatu mekanisme yang menjamin adanya integrasi antara pembangunan sistem dan infrastruktur telekomunikasi yang telah ada di Indonesia.

Dalam proses implementasi perangkat pengawas kebijakan harus dibangun sebagai bagian dari badan regulator (pemerintah).

Insentif yang disediakan bagi pemrakarsa / pelopor pelaksanaan program Nusantara-21 merupakan bagian dari strategi yang diharapkan dapat memacu pelaksanaan.

4.3.4.8 Metode Pelaksanaan

Standarisasi

· Pembakuan prosedur perbankan dan keuangan serta aturan personilnya.

· Pembakuan perangkat keras, perangkat lunak, formulasi, struktur dan klasifikasi data.

· Kegiatan penelitian dan pengembangan yang mengacu kepada penghantaran jasa perbankan dan keuangan secara elektronis disesuaikan dengan kebutuhan, aturan dan kesepakatan serta arahan aplikasi yang akan diteliti dan dikembangkan.

Keamanan (Sekuriti)

· Penentuan pedoman dan spesifikasi bentuk pengamanan elektronis 

· Pembentukan Badan Keamanan Jaringan Perbankan dan Keuangan pada tingkat yang diperlukan

· Penentuan pedoman kerja pengamanan perangkat sistem pendukung kerja sektor Perbankan dan Keuangan

Keterpaduan

· Penetapan prosedur hubungan sektor perbankan dan keuangan dengan sektor pemerintahan dan swasta lainnya yang mencakup penetapan aturan-aturan terkait.

· Penetapan prosedur hubungan sektor perbankan dan keuangan secara global (internasional)

Jangkauan

· Pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi yang mendukung pengembangan sektor perbankan dan keuangan.

· Pemanfaatan sistem distribusi untuk melakukan pelayanan jasa perbankan dan keuangan secara terpadu, dengan fasilitas layanan yang lengkap.

· Integrasi teknologi dan sistem pelayanan yang mendukung pencapaian kualitas yang sebaik-baiknya.

Sumber Daya Manusia

· Penyiapan SDM meliputi penyiapan tenaga pelaksana di sektor perbankan dan keuangan

· Penyiapan masyarakat umum sebagai sasaran pelayanan

· Penyiapan lembaga pendidikan formal maupun non formal untuk membantu pencapaian tujuan pengembangan SDM sektor perbankan dan keuangan.

Regulasi dan Peraturan

· Inventarisasi Regulator terkait, pelaku perbankan dan batasan kewenangannya

· Adaptasi dan implementasi peraturan perbankan terhadap teknologi dalam kerangka pengembangan program, misal pengaturan kredit macet, capital flight, rahasia bank, insider trading, legal lending limit dll.

· Pengaturan penghantaran jasa perbankan dan keuangan secara elektronis yang lebih adaptif terhadap kemajuan jaman

· Pengaturan strategi dari sisi regulasi dan peraturan sebagai upaya melaksanakan dan mempercepat pelaksanaan program, contoh : pemberian insentif bagi pemrakarsa.

· Penyusunan pedoman penghantaran jasa perbankan dan keuangan secara elektronis yang mengacu ke jangka panjang

4.3.4.9 Tahapan Implementasi

Tahun 1998 - 1999 : Standardisasi dan Sekuriti

· Tahun 1998 - Evaluasi dan Konsolidasi untuk menghasilkan suatu Standarisasi dan Sekuriti (Keamanan) dari Aplikasi dan Jaringan. Pengembangan regulasi dan peraturan awal, serta penyiapan SDM dimulai juga pada tahun ini

· Tahun 1999 - Identifikasi Kebutuhan Keterpaduan dan Perumusan Awal berikut pengembangan lanjutan dari regulasi dan SDM

Tahun 2000 - 2002 : Keterpaduan dan Jangkauan

· Tahun 2000 - Perumusan konsep keterpaduan serta identifikasi jangkauan yang diperlukan untuk aplikasi dan jaringan yang dapat menunjang konsep keterpaduan itu sendiri. Pada tahun ini juga diharapkan perangkat regulasi dan aturan serta SDM pelaksana telah siap untuk dipakai dan dilaksanakan

· Tahun 2001 - Integrasi dari keterpaduan dan jangkauan yang diperlukan untuk aplikasi dan Jaringan, dimana ujicoba awal dari konsep keterpaduan dapat dimulai.

· Tahun 2002 - Implementasi dari Aplikasi dan Jaringan Sektor Keuangan dan Perbankan

Tahun 2003 - 2009 : Pemantapan Keterpaduan dan Jangkauan

· Tahun 2003-2004 merupakan Tahun Evaluasi dan Perbaikan dan Implementasi Konsep Keterpaduan dan Jangkauan berikut regulasi dan aturan serta usaha-usaha peningkatan SDM pelaksana.

· Tahun 2005-2009 merupakan Tahun lanjutan implementasi keterpaduan serta memperluas jangkauan serta layanan aplikasi dan jaringan disertai dengan melakukan evaluasi dan perbaikan di segala macam metode pelaksanaan secara berkala.

4.3.5 Rancangan Proyek Percontohan: KIOS MULTIMEDIA

Kios Multimedia yang direncanakan akan mempunyai fungsi utama sebagai ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan berbagai fungsi tambahan :

· Perbankan : 

Transaksi pos, aplikasi kredit, aktivitas perbankan melalui telpon dsb.

· Pasar Modal :

Informasi harga saham, performansi saham, analisa, jual beli saham dsb

· Sektor keuangan lain :

Aplikasi dan klaim asuransi, aplikasi kredit kendaraan, aplikasi kredit rumah dsb. 

· Jasa lain :

Transaksi benda-benda pos, pengiriman surat dsb.

Pihak yang terlibat : 

· Bank 

· Pasar Modal

· Sektor Keuangan Lain

· Penyedia jasa lain, seperti PT Pos dll

· Bank sebagai Pusat Kliring

· Nasabah/ pengguna jasa

· Pengelola Jaringan komunikasi (LINTASARTA)

Jenis Layanan :

· Layanan informasi secara elektronis 

· Informasi produk-produk yang ditawarkan

· Informasi kurs mata uang

· Informasi suku bunga

· Informasi saldo rekening 

· Informasi tagihan 

· Laporan transaksi keuangan

· Informasi harga saham

· Informasi proses pembelian saham

· Informasi proses aplikasi kredit

· Informasi perbankan dan keuangan lainnya

Layanan transaksi secara elektronis :

· Automated Bill Payment (Pembayaran tagihan rutin secara otomatis)

· Direct Deposit (transaksi transfer dana yang bersifat rutin dan banyak, seperti pembayaran gaji pegawai)

· Transfer / Pengiriman tunai antar rekening

· Setoran Tunai

· Pengambilan Tunai

· Pembelian Saham

· Pembayaran Pialang

· Pembayaran cicilan kredit

· Transaksi pembayaran lainnya

Pusat Layanan / Access Point :

· Kantor Cabang, terutama di kota Multimedia

· Pusat Akses Multimedia

· Tempat Strategis, seperti pusat perbelanjaan, lapangan terbang, jalan utama dll

Konfigurasi Intra Bank 

Konfigurasi ini digunakan untuk pelayanan elektronic banking yang diselenggarakan oleh satu bank saja/ individual bank dan ditujukan untuk nasabahnya sendiri. Konfigurasi jaringan ini menghubungkan Kantor Pusat Bank ke kantor-kantor cabang baik dalam satu kota atau lain kota, serta dari kantor cabang bank ke Pusat layanan (access point).

Konfigurasi Inter Bank 

Konfigurasi ini digunakan untuk pelayanan elektronic banking yang melibatkan lebih dari satu bank sehingga memungkinkan transaksi antar bank. Konfigurasi jaringan ini merupakan pengembangan dari Konfigurasi Intra Bank, yang kemudian ditambah hubungan antar Kantor Pusat Bank. Apabila Bank peserta banyak dan volume transaksi meningkat, perlu dibentuk suatu lembaga  kliring untuk melancarkan transaksi antar bank tersebut.

4.4 POS

4.4.1 Model Transformasi Bisnis POS


Model repositioning jasa pos tampak pada gambar di atas, teknologi informasi menjadi tulang punggung proses redifinisi ini. Rekayasa ulang dilakukan dengan tujuan peningkatan kecepatan layanan (sebagai ukuran dari goodness of process), mutu layanan (sebagai ukuran dari goodness of service) serta biaya yang terjangkau dan wajar (sebagai ukuran econonics of goodness) dari jasa yang dihasilkan.

Kondisi Awal

Harapan

Pola Interaksi

Pola Interaksi

· Pos sebagai penyedia jasa komunikasi.

· Interaksi dengan client melalui berbagai outlet Pos

· melayani lalu lintas berita, barang, uang dan keagenan.

· redefinisi bisnis Pos untuk melayani lalu lintas komunikasi, logistik, pelayanan keuangan & retail.

· POS berperan sebagai wahana komunikasi kelas dunia. 

Kondisi Teknologi Informasi

Kondisi Teknologi Informasi

WasantaraNet

Internet based

Kondisi SDM Penunjang

Kondisi SDM Penunjang



· SDM Profesional.

· Kemitraan Strategis.

Pada tahap awal, layanan terobosan yang dilakukan seperti POS Plus, Same day Delivery, Next day Delivery, & Surat Bisnis Elektronik.

WasantaraNet merupakan salah satu implementasi proses tersebut dengan layanan seperti Internet, Electronic Data Interchange (EDI), Hybrid Mail dan Plaza Pos.

4.4.2 Fungsi-fungsi dalam model POS

Fungsi Dalam Model
Institutions / Organizations

Knowledge Generation


Data / Information Creator
· Lembaga / institusi Mitra (seperti universitas).

Knowledge Maintainence
· Aplikasi Internal Pos (SIM Akuntansi, Weselpos, SIM Filateli, Ratron Plus).

· Universitas Terbuka.

· Warung Sistem Informasi Industri & Pedagang Kecil (WARSI)

Knowledge Management & Quality Assurance
· Belum secara eksplisit dijelaskan.

Knowledge Dissemination


Information / Content Management
· POS authentication service 

· SmartCard utk proses transaksi bisnis

· Penggunaan infrastruktur Electrinic Commrce

· Trade Point

Information / Content Provider / Distributor
· PlazaPos sebagai Webhosting

· Warung Sistem Informasi Industri & Pedagang Kecil (WARSI)

· warung Internet.

Self-Financing Scheme
· Secara bisnis profesional dilakukan melalui inisiatif WasantaraNet.

4.4.3 Strategi Aplikasi Pos

4.4.3.1 Wasantara Net: peranan dan peluang pada Era Informasi

Dengan memperhatikan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat pengguna jasa di masa datang tersebut, rancangan Wasantara Net diarahkan kepada usaha-usaha yang mendukung tercapainya tujuan sbb:

· Wasantara Net sebagai bagian dari infrastruktur jaringan sistem informasi nasional. 

· Wasantara Net sebagai media komunikasi dan informasi bagi masyarakat Nusantara.

· Wasantara Net sebagai media pendidikan masyarakat. 

· Wasantara Net sebagai media aplikasi EDI (Electronic Data Interchange).

Beberapa aplikasi yang telah disiapkan sebagai muatan di dalam wasantara Net meliputi a.l:

· Home Page berisikan Informasi, seperti kodepos, jejak & lacak kiriman pos, iklan jasa-jasa Pos.

· Kotakpos Elektronik untuk Pelanggan

· Belanja Lewat Pos Elektronik

· Pembayaran Secara Elektronik

· Data Lowongan Pekerjaan dan Lamaran secara Elektronik

· Akses ke Bank Data di dalam negeri dan luar negeri

Dengan penyediaan aplikasi-aplikasi di atas, diharapkan masyarakat Nusantara dengan akses yang dilakukan melalui Wasantara Net dapat memperoleh berbagai kemanfaatan, a.l sbb:

· Menikmati On-line Marketing, Publisitas dan transaksi bisnis berbagai produk ataupun jasa melalui Gopher, FTP, e-Mail, WWW-Browser

· Membangun Virtual Storefront maupun pembuatan katalog


· Mengumumkan Produk-produk baru

· Menerima Pesanan Pelanggan

· Memperoleh umpan balik dari Pelanggan ataupun melakukan jajak pendapat

· Melakukan aktivitas pelayanan purna jual
4.5 Pariwisata

4.5.1 Model Jaringan Dunia Wisata


Gambar model interaksi dunia pariwisata di pandang dari sudut informasi tampak pada gambar di atas.

Infrastruktur yang disarankan menggunakan pola “shared” untuk meningkatkan effisiensi & menekan biaya.

Usaha Non-Wisata dapat meliputi Perbankan, E-commerce, Credit Card, Asuransi dll.

4.5.2 Transformasi Dunia Wisata

KONDISI SAAT INI

KONDISI HARAPAN

· Informasi pariwisata secara keseluruhan belum dapat menjamin kecepatan, keakuratan, keamanan, kenyamanan, dan pemerataannya.

· Informasi di beberapa bidang pariwisata belum menjadi rangkaian yang terpadu secara spasial maupun fungsional

· Sifat informasinya : non komersial, non transaksional

· Aplikasi TI baru sebatas sebagai MIS, dengan keterbatasan jaringan LAN

· Pariwisata dikembangkan di atas basis infrastruktur informasi sehingga terbentuknya rangkaian nilai tambah kepariwisataan melalui kerjasama pelaku-pelaku dalam dunia pariwisata serta interaksi antar pelaku dalam industri pariwisata yang lebih efisien. 

· Aksesibilitas dari pusat-pusat sumber informasi wisata dunia untuk “one step tourist service”.

· Pelaku-pelaku nasional di dunia wisata - sampai ke lapisan terbawah sejauh mungkin (grass roots) -akan berpaling ke teknologi informasi baik untuk memenuhi keperluannya akan wisata baik ke dalam maupun ke luar negeri maupun untuk berbisnis di bidang yang terkait dengan industri pariwisata.

· Jaringan : WAN dengan interkoneksi global.

· Presentasi cyber tourism tiga dimensi.

4.5.3 Fungsi-fungsi dalam Model Dunia Wisata

Fungsi dalam model
Institusi/Organisasi

Knowledge Generation


Data/Information Creator
Badan-badan atau lembaga-lembaga Promotor Pariwisata Pemerintah maupun swasta

Knowledge Maintenance
Jajaran Dunia Wisata melalui komunikasi interaktif bekerja sama dengan sumber-sumber informasi pariwisata di luar negeri baik perorangan maupun badan usaha.

Knowledge Management & Quality assurance
Tourism Development Board

Knowledge Dissemination


Information/Content management
Agen Wisata, Tourist Information Board, Resources yang ada di Electronic Commerce

Information/Content Provider/Distributor
Agen Perjalanan, Biro Wisata, Community Access Center, Web Hosting yang terbuka untuk umum.

Self-Financing Scheme


4.5.4 Strategi Aplikasi Pariwisata

4.5.4.1 Usulan kebijakan umum & strategi jangka panjang

Berdasarkan strategi pengembangan jangka panjang bidang pariwisata sebagai berikut:

· Bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu :

· Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
· Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

· Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 

· Memperlancar arus informasi bagi pengguna jasa (usaha jasa, pemerintah, masyarakat dan wisatawan).

· Mengangkat insan kepariwisataan dan kualitas masyarakat akan makin maju dan mandiri.

· Mendorong, partisipasi swasta & berpegang pada prinsip-prinsip bisnis, sistem terbuka, desentralisasi, dan Indonesia Incorporated;

· Mendukung upaya pemerataan pembangunan kepariwisataan di luar Jawa dan Bali.

· peningkatan pemasaran di dalam negeri & terutama di luar negeri.

· Meningkatkan pelaksanaan Kampanye Nasional SADAR WISATA.

· Meningkatkan kualitas objek dan daya tarik wisata.

· meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bagi wisatawan.

Maka kebijakan bertahap jangka panjang untuk mengembangkan pariwisata yang berbasiskan Teknologi Informasi adalah :

· Pengelolaan tourism net dengan prinsip kebersamaan dan keterbukaan/ transparansi.

· Pemanfaatan adimarga untuk daerah tujuan wisata utama meliputi Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Denpasar, Medan, Batam, Ujung Pandang, dan Jayapura.

· Perizinan bidang usaha kepariwisataan menjadi kewenangan Daerah Tingkat II.

· Melalui assosiasi pariwisata diharapkan mampu mensosialisasikan aplikasi teknologi informasi kepada para anggotanya  didalam pemberian jasa atas pelayanan yang  pada dasarnya akan dapat lebih efisien dan efektif.

4.5.4.2 Strategi Jangka Menengah-Panjang

Berdasarkan strategi pengembangan bisnis pariwisata sebagai berikut

· Peningkatan dan pengembangan kualitas produk pariwisata sebagai program nasional khususnya pengembangan aksesibilitas (utamanya udara) dan akomodasi, disamping strategi harga, promosi, dan distribusi.

Maka kebijakan bertahap jangka menengah-panjang berkaitan dengan pengembangan pariwisata berbasis teknologi informasi :

· Pengembangan database yang tangguh dibidang pariwisata sebagai landasan kuat dalam pelaksanaan program pemasaran dan kegiatan promosi pariwisata terfokus.

· Pengembangan building technology dan environment management technology pada sarana pariwisata khususnya akomodasi.

· Pengembangan teknologi informasi yang tepat guna dan dapat dijangkau oleh usaha kecil baik perorangan maupun kolektif.

· Penyiapan tenaga terampil yang dapat dengan mudah menerima dan mampu menjalankan teknologi mutakhir khususnya teknologi informasi pada usaha pariwisata.

· Memberikan wawasan pada jajaran pengusaha pariwisata independen agar dapat menerima perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi yang pada gilirannya mampu meningkatkan kepuasan konsumen.

4.5.4.3 Strategi Jangka Pendek-Menengah

Berdasarkan strategi pengembangan bisnis pariwisata sebagai berikut

· Dalam pelayanan informasi pariwisata dapat diciptakan secara cepat, akurat, aman, nyaman, dan merata.

Maka kebijakan bertahap jangka pendek-menengah berkaitan dengan pengembangan pariwisata berbasis teknologi informasi :

· Melengkapi usaha pariwisata dengan fasilitas komunikasi elektronik global, sekaligus untuk mendukung “back-bone” Nusantara-21.

· Pemantapan dan kecermatan database dibidang pariwisata sebagai cross referensi database pariwisata internasional.

· Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dibidang pariwisata. 

· Pengembangan Teknologi Informasi dijajaran kepariwisataan pemerintahan.

5 Kerangka Kerja Pengembangan Sumber Daya Komunikasi & Informatika

5.1 Perangkat Lunak

5.1.1 Model Pengembangan Industri Software

Dalam konteks kerangka kerja konseptual Nusantara-21, visi dari pengembangan industri perangkat lunak di Indonesia adalah “terciptanya suatu industri perangkat lunak yang kompetitif, yang mampu menggerakkan Nusantara-21 sebagai wahana transformasi masyarakat ke arah masyarakat yang berbasis pengetahuan”.

Selanjutnya, sebagai tenaga pendorong wahana transformasi, usaha pengembangan industri perangkat lunak mengemban misi: “menyediakan kebutuhan akan teknologi dan sumber daya manusia dalam bidang perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi Nusantara-21”.

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi yang diuraikan di atas tersebut, pengembangan industri perangkat lunak yang diusulkan dapat direpresentasikan dalam model interaksi antar-pemain utamanya seperti tampak pada gambar di bawah ini.


Terlihat bahwa industri perangkat lunak membutuhkan dukungan baik dari sumber daya manusia yang tangguh, maupun dari pemerintah dalam bentuk insentif dan regulasi (hak cipta misalnya). Selain itu, industri perangkat lunak domestik pun membutuhkan kemitraan strategis dengan industri global dalam penguasaan pasar lokal dan partisipasi di pasar global.

5.1.2 Strategi Umum Pengembangan Industri Perangkat Lunak

· Peningkatan Sumber Daya Manusia - ditujukan meningkatkan kualitas & IT literacy. Dengan dua (2)  strategi utama, yaitu :

· Strategi Jangka Pendek - Pendidikan Informal, dan

· Strategi Jangka Panjang - Pendidikan Formal.

· Adanya insentif dari pemerintah terhadap pengembangan industri perangkat lunak - berupa bantuan finansial untuk mencapai / menghasilkan devisa tertentu; jika gagal harus mengembalikan bantuan tersebut.

· Adanya penggalakan kesadaran terhadap hak cipta perangkat lunak.
· Memperbesar pasar yang ada.

· Penguasaan Pasar Lokal. Persaingan yang sehat dalam penguasaan pasar lokal akan lebih baik dari pada keterlibatan pemerintah dalam melakukan proteksi terhadap produk dalam negeri.

· Berorientasi Ekspor. 

· Aspek Teknologi Perangkat Lunak

· Aplikasi dapat digunakan oleh semua lapisan

· Aplikasi vertikal untuk industri spesifik, seperti:Manufaktur, Pemasaran dan Penjualan, Ritel, Layanan Kesehatan, Institusi,Keuangan, Transportasi

· Lisensi yang fleksibel.

· Standarisasi dalam penerapan teknologi informasi terutama dalam batasan sistem operasi – khususnya UNIX & Windows NT.

· Fokus pengembangan pada aplikasi berorientasi teknologi internet

· Kemitraan Strategis, yang bermanfaat seperti : Alih Teknologi, Memperkuat Citra di Pasaran, Sebagai gerbang untuk menuju pasar global, Kekuatan Tawar (Bargaining Power)

· Inovasi Baru Dalam Pengembangan Pasar, seperti : Usage-based Transaction (Transaksi Berdasarkan Pemakaian) dan On-Line Distribution

· Pentahapan pengembangan industri perangkat lunak

· Tahap 1: Tahapan Pengguna, dimana masyarakat industri kita sebagai pengguna atau pendistribusi perangkat lunak asing.

· Tahap 2: Tahapan Implementer, dimana masyarakat indsutri perangkat lunak sudah semakin mengurangi ketergantungan tehadap tenaga asing di dalam implementasi dari pada pruduk perangkat lunak asing.

· Tahap 3: Tahapan Customcy, dimana selain perusahaan lokal sudah terlibat didalam implementasi, tapi perusahaan lokal juga sudah mampu melakukan customization terhadap produk impor.

· Tahap 4: Tahap Rekayasa, dimana dalam tahapan ini, sudah dapat dikembangkan produk penggati produk impor, terutama untuk pasar lokal.

5.1.3 Strategi Khusus Pengembangan Industri Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang akan dikembangkan disarankan untuk difokuskan pada aplikasi, khususnya pada tiga kelompok aplikasi perangkat lunak, yaitu perangkat lunak yang berskala enterprise, workgroup dan personal. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan aplikasi-aplikasi Nusantara-21 nantinya dan untuk menghindari persaingan di pengembangan perangkat lunak sistem seperti sistem operasi atau basis data yang amat kompetitif. 

· Pengembangan Aplikasi Enterprise

Perancangan aplikasi enterprise yang difokuskan pada industri vertikal yang mengacu pada sumber daya alam yang ada di Indonesia, juga pada industri silang seperti aplikasi finansial dan personalia yang telah disesuaikan dengan regulasi yang khususnya berlaku di Indonesia dengan memperhatikan kemudahan dalam hal integrasi dan komunikasi antar aplikasi yang saling terkait.

· Pengembangan Aplikasi Workgroup

Mengutamakan pada proses komunikasi dan interoperabilitas antar setiap anggota group dan kerjasamanya dengan group lain, perancangan aplikasi sebaiknya mendukung teknologi middleware yang memungkinkan akses dan integrasi data secara transparan meskipun data tersebut berada pada platform yang berbeda dan mengarah ke teknologi berbasis internet dimana komunikasi antar individu dilakukan menggunakan browser standar yang ada.

· Pengembangan Aplikasi Personal

Perancangan aplikasi sebaiknya bersifat user friendly dan sederhana (thin application) sehingga memudahkan dalam pengoperasiannya. serta difokuskan pada home application yang sederhana dan pada yang mengandung unsur hiburan sehingga ruang lingkup penggunanya tidak terbatas pada kelompok atau golongan tertentu.

6 Kerangka Kerja Pengembangan Infrastruktur Komunikasi

Objektif utama yang hendak dicapai adalah pengadaan infrastruktur dan sistem informasi yang menjangkau seluruh Nusantara pada permulaan abad-21. Diharapkan Infrastruktur Nusantara-21 akan mempunyai :

· Jaringan nasional yang akan berkecepatan 2,5 Gbps menghubungkan seluruh propinsi di Indonesia

· Jaringan tulang punggung atau “backbone” di kota-kota multimedia (seperti yang direncanakan) mencapai kecepatan 155 Mbps

· Akses 64 Kbps merata di seluruh kota termasuk ibukota kecamatan di seluruh Indonesia

· Akses video interaktif berkualitas tinggi mudah didapat di kota multimedia

Untuk melakukan antisipasi terhadap kondisi geografis dan demografis Indonesia yang bersifat unik maka infrastruktur Nusantara-21 dibentuk dalam 3 lapisan 

6.1 Adi Marga Kepulauan (Archipelagic Super Highway)

Menghubungkan ke 27 Ibukota propinsi di Nusantara dengan berbagai fasilitas transmisi tulang punggung “backbone” dan sesuai dengan kebutuhan lebar pita yang sesungguhnya.

Dari sudut pandang telekomunikasi sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan kawasan seluas skala benua dan dengan jumlah pulau yang sedemikian banyak, maka konsep yang dianggap paling sesuai untuk pengembangan Adi Marga Kepulauan ini sebagai tulang punggung dari Nusantara-21.

6.2 Kota Multimedia (Multimedia Cities)

Pengembangan cakupan Nusantara-21 pada kota-kota besar di pusat-pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi serta sosial yang berupa ketersediaan ‘ring’ SDH (Synchronous Digital Hierarchy) dan serat optik di kota-kota tersebut, serta ketersediaan akses pita menengah atau pita lebar di seluruh area kota. Dari tahap ke tahap kota multimedia akan terus berkembang.

Kota Multimedia merupakan pusat kegiatan ekonomi yang memiliki jalan raya informasi dalam kota yang handal dan menyediakan jalur-jalur akses yang lengkap ragamnya dan cukup ketersediaannya sehingga masyarakat di kota-kota multimedia tersebut dapat melakukan kegiatan produktifnya melalui transaksi informasi secara cepat dan handal. Pada implementasinya nanti maka kota Multimedia merupakan titik awal pengembangan konsep perbankan dan keuangan dengan layanan secara Multimedia. 

Kerja-jarak-jauh (telecommuting) juga merupakan praktek yang akan memasyarakat di kota-kota multimedia tersebut sebagai cermin masyarakat informasi serta kemampuan dukung Nusantara-21 pada kehidupan masyarakat.

6.3 Pusat Akses Masyarakat Multimedia Nusantara (Nusantara Multimedia Community Access Centers)

Pengembangan Nusantara-21 agar bisa mencakup seluruh lapisan masyarakat Nusantara dengan orientasi ‘kepadatan’ adalah kurang realistis. Dalam konteks Nusantara-21 dikembangkan konsep ‘community access centers’ yang akan meliputi ‘broadband payphone’, ‘broadband business centers’. ‘networked e-libray’, dan ‘multimedia community kiosks’. Di samping itu, yang akan merupakan simpul utama yang menyediakan akses masyarakat ke Nusantara-21 adalah ‘service point’ yang dimiliki dan dikelola oleh antara lain oleh TELKOM dan POS Indonesia di seluruh wilayah Nusantara. Diperkirakan pada tahun 2000 seluruh ibu kota kecamatan di seluruh Nusantara sudah mempunyai akses ke Nusantara-21 pada lebar pita sesungguhnya yang diperlukan melalui akses satelit murah baik melalui satelit PALAPA generasi B, C maupun D, satelit Garuda, maupum sistem satellit PCS lain yang akan beroperasi di kawasan Indonesia.

Akses center yang dapat diakses semua masyarakat, dimana daerah perumahan kelas atas akan disediakan dari rumah. Untuk pusat informasi umum disediakan dalam bentuk pusat bisnis, e-libraries, Kios Multimedia, Telepon Umum, Titik Pelayanan (Service Point) sedangkan akses rural dilayani langsung melalui satelit

Khusus untuk kawasan pedesaan agraris dan masyarakat perambah hutan, Nusantara-21 akan mendorong akses masyarakat dengan program awal voice riched community yang akan memberikan ketrampilan berkomunikasi dan menerima serta mengelola informasi dengan teknologi telekomunikasi tepat-guna. Program voice riched community juga dipandang tepat untuk masyarakat pedesaan agraris karena kontak komunikasi verbal masih sangat mewarnai kegiatan hidup masyarakat tersebut dan perlu tetap dilestarikan sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat. Voice riched community tetap akan menyediakan akses daerah pedesaan agraris terhadap informasi dalam bentuk data atau teks terutama bagi fasilitator dan penyuluh serta pamong praja di pedesaan.

7 Kerangka Kerja Pengembangan Jaringan Informasi

7.1 Electronic Commerce

7.1.1 Model Transaksi Dalam Electronic Commerce : Kondisi Proses dan Mekanisme Perdagangan di Indonesia


Analisa jenis mata rantai dalam Supply Chain Management dan Transaksi Perdagangan Internasional menunjukan tiga (3) mata rantai penting:

· Mata rantai pemasok (supplier) - produsen (manufacturer).

· Mata rantai produsen (manufacturer) – konsumen - melibatkan pemrosesan dokumen seperti purchase order; shopping notices, invoice, inventory positions, catalog, order status.

· Mata rantai kegiatan ekspor-impor (perdagangan internasional) - di Indonesia didominasi oleh dokumen pergerakan barang dan pergerakan aktivitas yang masih bersifat manual. Tampak pada gambar di bawah.

Keterpaduan sektor perdagangan dengan sektor lainnya. meliputi:

· Konsep Supply Chain Management, meliputi fungsi Supplies Management, Inventory Management, Payment Management, Financial Management, & Sales Force Management.

· Sektor yang akan terlibat terutama sektor transportasi (Distributor, Channel Management) & sektor keuangan dan asuransi (Financial, Payment Management).

· Sektor dalam transaksi ekspor-impor (perdagangan internasional), melibatkan pelayanan umum pelabuhan (Perum Pelabuhan), bank, asuransi, bea cukai (custom) dan transportasi (freight forwarder).


Jadi sektor yang memegang peranan penting adalah:

· Sektor keuangan dan asuransi

· Sektor transportasi

· Sektor telekomunikasi

· Sektor energi.

Kondisi sistem, prosedur dan standarisasi dokumen perdagangan

Hakekat perdagangan adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, sehingga sistem dan prosedur dalam transaksi jual beli nampaknya sederhana, namun karena barang yang menjadi obyek transaksi sangat bervariasi mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, maka transaksi jual beli dapat menunjukkan kompleksitasnya, disamping ada faktor-faktor lainnya yang berperan didalamnya.

Faktor penyebab kompleksitas transaksi jual beli: 

· Keanekaragaman sektor/industri yang berkaitan.

· Keterkaitan dengan sistem pembayaran yang membutuhkan persyaratan tingkat keamanan/sekuriti tinggi bagi transaksi uang sebagai alat pembayaran formal.

· Kebutuhan aspek hukum perdagangan.

· Adanya transaksi yang membutuhkan jasa pihak ketiga (perantara).

Transaksi jual beli menyangkut perpindahan barang dari suatu tempat ketempat yang lainnya, sehingga sektor transportasi menciptakan sistem dan prosedur tersendiri terlebih lagi apabila perpindahan tersebut menyangkut batas-batas negara, maka sistem perdagangan internasional menjadi beragam sesuai dengan kebiasaan dan peraturan yang berlaku pada masing-masing negara, misalnya dalam hal kepabeanan.

Permasalahan strategis di sektor perdagangan saat ini

Objektif yang harus dicapai adalah harga produk yang bersaing, standar mutu tinggi & ketepatan sampai ke pasar.

Usaha meningkatkan keunggulan komparatif, melalui peningkatan produktivitas, peningkatan keberadaan industri/sarana penunjang & kemampuan teknologi.

Secara khusus, dikaitkan dengan kondisi proses dan mekanisme perdagangan, permasalahan strategis saat ini adalah:

· birokrasi prosedur

· pengurusan dokumen yang kompleks dan sulit

· biaya tinggi

· waktu penyelesaian proses yang lama

· kualitas pelayanan yang masih banyak yang harus ditingkatkan

Disamping permasalahan lainnya, seperti ketidakpaduan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, masih besarnya dominasi perusahaan besar dan keterbatasan promosi akses pasar internasional.

7.1.2 Kebijakan Pembangunan Jaringan Aplikasi

· Prinsip-prinsip umum:

· Pembangunan jaringan harus dilakukan secara terencana dan bertahap.

· Pembangunan jaringan harus senantiasa dilaksanakan berdasarkan konsep kesisteman jaringan.

· Kaidah pada aspek bisnis/pasar:

· Akseptabilitas.

· Adaptibilitas.

· Usabilitas (manfaat)

· Aksesabilitas.

· Kaidah pada aspek pengaturan/hukum:

· Simplisitas. misalnya pada saat transaksi.

· Fleksibilitas.

· Standarisasi perangkat dan prosedur.

· Kaidah pada aspek teknologi:

· Skalabilitas / ekspansibilitas.

· User friendliness.

· Aplikatif komersial.

7.1.3 Strategi Bidang Perdagangan Elektronis

Berdasarkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan untuk ketiga aspek tersebut sebelumnya, maka dapat dirumuskan kebijaksanaan pembangunan sebagai berikut :

· Pembangunan jaringan aplikasi harus berorientasi kepada efektifitas penggunaannya oleh pasar/pemakai sehingga mampu memberikan manfaat (value) bagi usaha pelanggan.

· Pembangunan jaringan aplikasi harus didukung oleh perangkat-perangkat pengaturan untuk menjamin pemanfaatannya secara konsisten dan berkesinambungan.

· Pembangunan jaringan aplikasi akan didukung oleh teknologi yang siap pakai di Indonesia dan sudah digunakan secara luas di seluruh dunia.

· Pembangunan jaringan aplikasi dilaksanakan berdasarkan koordinasi intensif antara regulator, pemasok teknologi dan pelaku-pelaku utama (lead users) dari pasar.

· Pembangunan jaringan aplikasi dipantau dan dikendalikan sedemikian rupa sehingga terjamin adanya integrasi (keterpaduan) antar program pelaksanaannya.

· Pembangunan jaringan aplikasi mengutamakan sinkronasi program untuk menjamin ketepatan waktu penyelesaian.

· Pembangunan jaringan aplikasi berorientasi kepada simplifikasi proses dan prosedur dalam pengelolaan pembangunannya.

Untuk memberikan jaminan akan keberhasilan pelaksaan pembangunan, maka berdasarkan pengalaman proyek-proyek pembangunan khususnya pengembangan proyek Teknologi Informasi, perlu diidentifikasi beberapa kunci sukses terlaksananya pembangunan jaringan aplikasi perdagangan elektronis sebagai berikut :

· Komitmen dari pengambil keputusan dari tingkat yang paling tinggi.

· Kerjasama antara tim pengarah dengan tim pelaksana serta antar tim pelaksana.

· Independensi pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan pelaksana pengembangan untuk menjamin tumbuhnya inovasi dan kreativitas.

· Kecepatan pelaksanaan pembangunan dan ketepatan irama penerapan aplikasi dengan perkembangan teknologi.

· Spesialisai fungsi dan tugas pelaksanaan pembangunan untuk menjamin efisiensi dan keseimbangan beban proyek pembangunan.

7.1.4 Rencana Strategis Bidang Perdagangan Elektronis

Rencana strategis jangka pendek (rentang waktu 1-2 tahun):

· Aspek pasar :

· Fokus pada business to business transaction & jaminan tingkat  edukasi yang relatif sudah cukup tinggi pada pengguna/pasar bisnis.

· Jenis aplikasi perlu di arahkan pada killer apllications.

· Penerapan aplikasi di konsentrasikan pada sentra-sentra perdagangan dengan transakasi bisnis paling tinggi (basis pelanggan)

· Efek sebar penerapan aplikasi dilakukan dengan penempatan kios-kios akses pada setiap daerah perdagangan potensial

· Regulasi pemicu diperlukan pada awalnya, misalnya penerapan EDI di kepabeanan dan pelabuhan

· Aspek Teknologi:

· Pada tahap awal, fokus pada EDI yang berjalan diatas teknologi Internet.

· Study / Penelaahan pada, teknologi cryptography & authentikasi.

· Aspek Regulasi:

· Kesepakatan tentang standar-standar transaksi yang dipakai bersama.

· Standarisasi format dan mekanisme transakasi antar bisnis diatur oleh pihak-pihak yang saling bertransakasi.

· Standarisasi yang berskala nasional akan ditetapkan oleh regulator dan mengacu kepada standarisasi yang bersifat global untuk menjamin keterpaduan transaksi perdagangan internasional.

Rencana strategis jangka menengah (3-5 tahun)

· Aspek Pasar:

· Fokus pada business to consumers transactions.

· Jenis aplikasi berkembang menuju ke penggunaan dalam skala lebih luas oleh perusahaan-perusahaan menengah ke bawah (small medium enterprises) dan pengguna konsumen langsung. 

· Basis pelanggan dimulai dari sentra-sentra perdagangan dan menyebar ke daerah-daerah baru yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembang.

· Efek sebar dilakukan dengan perluasan akses melalui kios-kios dan didorong oleh penyebaran aplikasi generik small medium enterprise.

· Penerapan aplikasi akan lebih banyak lagi didorong oleh kebutuhan pasar aspek teknologi.

· Aspek Teknologi:

· Fokus pada teknologi content di atas Internet.

· Infrastruktur berkembang pada wireless Internet dengan bandwidth yang lebar.

· Teknologi cryptography berkembang untuk memberikan dukungan sekuriti bagi sistem pembayaran elektronik yang lebih maju dengan menggunakan jaringan internet.

· Aspek Regulasi : Standarisasi mekanisme dan format transaksi akan lebih banyak didorong oleh penerimaan pasar terhadap solusi-solusi transaksi yang memberikan jaminan keamanan individu (privacy)

Rencana strategis jangka panjang  (6-10 tahun)

· Aspek Pasar:

· Penerapan aplikasi berorientasi kepada transaksi antar perusahaan dan perusahaan dengan kosumen, dengan cakupan layanan lebih luas dan cakupan media yang lebih beragam.

· Jenis aplikasi berkembang bukan hanya bersifat generik, namun sudah menuju kepada kebutuhan spesifik transaksi perusahaan-perusahaan besar dan menengah.

· Basis pelanggan diperluas dengan aksesabilitas dari daerah-daerah terpencil.

· Aspek Teknologi : Teknologi penyedia dan pengelola content akan berkembang sejalan dengan konvergensi teknologi multimedia dan akan menggunakan bandwidth yang lebih lebar pada jaringan wireline dan bandwidth yang sedang pada jaringan wireless internet

Aspek Regulasi : Pengaturan ulang perlu dilakukan mengingat pesatnya perkembangan teknologi multimedia sekaligus menentukan standar-standar baru untuk mengatasi beragamnya mekanisme dan format transaksi.

7.2 IPTEKnet

7.2.1 Model


Model IPTEKnet secara umum digambarkan pada gambar di atas, terutama ditujukan untuk mendukung one gate policy Dewan Riset Nasional (DRN) dalam penyelenggaraan / pendanaan penelitian.

IPTEKnet yang terhubung ke Global Internet akan mengkaitkan lembaga pemerintah, litbang, universitas, perpustakaan & industri strategis dalam kerjasama & kemitraan IPTEK untuk menghasilkan SDM. Dengan didukung berbagai pusat / sumber / database informasi.

7.2.2 Strategi IPTEK-NET

7.2.2.1 Pengembangan Jaringan dan Aplikasi


· Fokus pada Infrastruktur & Struktur Jaringan, khususnya:

· Pusat pengelola jaringan (Network Operating Center)

· Sub-sistem jaringan/simpul regional (Regional Node).

· Sub-sistem jaringan yang lebih kecil (Point of Presence).

· Fokus pada Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk menunjang berlangsungnya kegiatan IPTEKnet. 

· Fokus pada pengembangan Informasi dan Aplikasi, yaitu:

· Pengembangan aplikasi sistem -IPTEKnet sebagai pusat keunggulan (center of excellence) Internet digital library, real time visualization, multi media application, large scale distributed computing resources, resource sharing dan lain-lain.

· Pengembangan aplikasi layanan informasi.

· Pengembangan pusat-pusat bank data.
7.2.2.2 Pengembangan Organisasi dan Manajemen

Tujuan penetapan pembangunan IPTEKnet sebagai salah satu proyek yang perencanaan dan pelaksanaannya secara langsung dilakukan di bawah supervisi Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi (MNRT) dan Dewan Riset Nasional (DRN) adalah untuk menjamin agar pembangunan IPTEKnet dapat secara efektif mendukung pencapaian sasaran REPELITA VI.

Organisasi IPTEKnet merupakan konsorsium yang bersifat terbuka (open-ended consortium) serta lebih mengutamakan sistem pengelolaan berdasarkan partisipasi anggota secara sukarela. 

Organisasi IPTEKnet berada di bawah naungan Dewan Riset Nasional (DRN) terdiri dari unsur-unsur Tim Pengarah (Steering Committee), Dewan Penasihat (IPTEKnet Advisory Committee), Sekretariat Pelaksana (IPTEKnet Executing Secreatriat), Forum Simpul Regional (IPTEKnet Regional Node Forum), Kelompok Kerja (IPTEKnet Working Group).

7.2.2.3 Pengembangan Program Memasyarakatkan Informasi Iptek dan Menginformasikan Masyarakat Iptek

Fokus pada program:

· Public Awareness

· Pembentukan IPTEKnet Society: IUG (IPTEKnet User Group), ISIG (IPTEKnet Special Interest Group) – melalui masyarakat virtual (maya).

7.2.2.4 Kesinambungan pengoperasian (Sustainability)

Untuk menjamin kemampuan IPTEKnet untuk berkesinambungan (dan self-financing) perlu difokuskan kegiatan pada:

· Pengembangan Rencana Bisnis (Business Plan)

· Penjajagan Kerjasama – dengan berbagai fihak seperti operator telekomunikasi & asosiasi profesional.
7.2.2.5 Pengembangan Penelitian & Pengembangan

Dengan penguasaan state-of-the-art teknologi informasi, IPTEKnet akan dapat terus mempertahankan keunggulan dan kualitas layanannya.

8 Kerangka Kerja Pengembangan Regulasi

8.1 Filosofi dasar



Untuk mengerti secara jelas komponen regulasi ada baiknya kita lihat model umum regulasi yang ada yang digambarkan pada gambar di samping ini. Arsitektur regulasi yang ada di dunia maya, secara prinsip hampir sama dengan dunia nyata & terdiri dari empat (4) komponen utama:

· Hukum (law) yang dibuat oleh pemerintah.

· Norma / Value yang dianut oleh masyarakat.

· Kondisi Pasar / Market yang ada.

· Arsitektur dari platform tempat masyarakat itu berinteraksi.

Dalam dunia nyata, arsitektur  ini berbentuk seperti birokrasi, mekanisme perdagangan dll. Dalam dunia maya (Cyberspace), arsitektur ini dibangun oleh program komputer. Perbedaan utama arsitektur dunia nyata dan arsitektur dunia maya adalah dari sisi kecepatan mengolah & mentransmisikan informasi. Perbedaan ini yang menyebabkan adanya hal-hal yang tadinya tidak esensial di dunia nyata menjadi penting dalam dunia maya.

8.2 Framework Regulasi / Policy Nusantara-21

Dalam pengembangan regulasi untuk mendukung proses transformasi bangsa Indonesia melalui teknologi informasi (Nusantara-21). Ada beberapa proses / komponen utama maupun cara / pola interaksi antar proses / komponen yang perlu diperhatikan. Gambar di atas mencoba memperlihat komponen / proses yang saling berinteraksi (termasuk pola interaksi antar komponen / proses tersebut).

Regulasi & policy framework yang dikembangkan di harapkan dapat mempercepat proses partisipasi sektor swasta dalam mentransformasikan bangsa Indonesia ke basis pengetahuan / knowledge.

8.3 Prinsip Dasar Regulasi yang di identifikasi:

8.3.1 Vendor / Industri / Knowledge Resource:

· Adopsi Standar Industri (Industry driven standard). Standar yang digunakan untuk menggerakkan Nusantara-21 sebaiknya industry-driven. Konsensus & kesepakatan dunia / asosiasi / koalisi profesional di lapangan sebaiknya yang diadopsi.
· Perlindungan hak-hak intelektual – dengan perjanjian berskala internasional untuk melindungi ‘copyright’, paten dan merek dagang (‘trademark’ / nama domain). Memberikan insentif bagi penciptanya tapi tidak memberati pengguna.

· Teknologi informasi bukan barang mewah. Peralatan teknologi informasi sebaiknya dianggap bukan sebagai barang mewah.

8.3.2 Institusi / Pelaku Aplikasi Nusantara-21:

· Test bed privilege. Kemudahan proses penelitian, pengembangan, test-bed bagi proyek percontohan institusi & dunia pendidikan, kesehatan untuk menggunakan & mencoba teknologi baru yang belum ada di dunia komersial.
· Perlindungan hak-hak pribadi - yang secara garis besar menyangkut aspek-aspek mendasar yaitu ‘information privacy’, ‘information integrity’ dan ‘information quality’. Sebaiknya lebih diutamakan self-regulatory privacy regimes antara swasta & konsumen.

8.3.3 Dunia Profesional / Pasar

· Free Market / Kompetisi Bebas. Sebaiknya monopol / oligopoli atau bentuk-bentuk lainnya yang kemungkinan akan merusak mekanisme pasar dihilangkan.

· Uniform Commercial Code. Pengembangan kerangka hukum komersial yang bersifat seragam (uniform commercial legal framework) dalam lingkup domestik dan global misalnya dalam pembuatan Trading Partner Agreement.

· Incentive. Regulasi dibuat sebagai insentif agar Nusantara-21 dapat terbentuk dengan biaya seminimal mungkin dari pemerintah. Dana masyarakat sebaiknya dimungkinkan diputar secara langsung.

· Share resources. Alokasi sumber daya yang ada untuk dunia pendidikan, kesehatan, penelitian, pengembangan & test-bed. Contoh sumber daya adalah, pajak (dalam bentuk tax deductible, tax break, tax incentive), frekuensi (dalam bentuk alokasi frekuensi, collocation).

8.4 Regulasi Spesifik untuk Telekarya

· Editor melihat perlu penyesuaian regulasi bagi untuk Operator:

· Proses Pengaturan Pembagian Frekuensi / Lahan (misalnya dengan cara auction).

· Incentive pajak.

· Aturan Bea masuk (dan bea masuk barang mewah). Sebaiknya teknologi informasi tidak dianggap sebagai barang mewah.

· Perlu undang-undang untuk melindungi pengusaha kecil.

· Penyesuaian hukum perburuhan & organisasi tenaga kerja / serikat sekerja:

· karyawan yang bertelekaya dari rumah dan tidak lagi bekerja penuh-waktu di kantor, masih dapat menjadi anggota serikat sekerja.
· perusahaan melakukan seleksi yang adil dan rasional dalam menentukan  siapa yang dijinkan bertelekarya dan siapa tidak.

· karyawan yang bertelekarya jangan sampai dibedakan dalam hal promosi, penilaian prestasi, dan tunjangan kerja lembur.

· dicegah kecenderungan perusahaan untuk mengubah status kepegawaian karyawan yang bertelekarya dan menunjukkan bisa bekerja secara mandiri, menjadi personil kontrakan.
· inspeksi di rumah atau supervisi elektronis yang dilakukan perusahaan pada karyawannya yang bertelekarya dari rumah tidak melanggar privasi karyawan.

· agar karyawan yang bertelekarya dari rumah tetap dilindungi oleh asuransi kecelakaan waktu bekerja (meskipun di rumah)

8.5 Regulasi Spesifik untuk E-commerce

Dalam ‘global free-trade zone’ aspek pengaturan dalam perdagangan akan berorientasi pada kecenderungan pasar. Untuk kepentingan umum, perlu dilakukan proses yang berbeda dari pemerintah (universal service regulatory aspects) sebagai contoh pengaturan perpajakan. Electronic Commerce merupakan ‘market-driven arena’, bukan sebagai ‘regulated industry’. 

Prinsip-prinsip dasar keterlibatan swasta dan pemerintah dalam aspek pengaturan akan mengikuti kaidah-kaidah umum sebagai berikut :

· Sektor swasta sebagai pemeran utama.

· Peran Pemerintah sebagai katalisator - Dengan pengaturan yang bersifat: ‘predictable’, ‘minimalist’, ‘consistent’ & ‘simple’. Berorientasi kepentingan umum,  kompetisi yang sehat, melindungi hak-hak intelektualitas, mengatasi ‘fraud’, mendorong transparansi, mendorong berkembangnya transaksi perdagangan.

Pengaturan dalam kerangka finansial

· Kepabeanan dan perpajakan – arena bebas pajak / tarif / beamasuk baru & menghindari pajak ganda.

· Sistem Pembayaran Elektronis – dilihat per kasus & per teknologi dengan objektif melindungi hak konsumen.
Pengaturan dalam kerangka akses pasar

· Infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi – untuk kemudahan “bandwidth” dan peningkatan kualitas jasa telekomunikasi melalui langkah deregulasi/privatisasi, terciptanya kompetisi, menggerakkan inisiatif terbentuknya infrastruktur informasi, kemudahan akses dan mendorong terciptanya pengaturan yang mengikuti kecenderungan perkembangan teknologi. Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam penyusunan kerangka ini adalah :

· Terjangkaunya biaya ‘leased line’ dan biaya telepon lokal khususnya untuk jaringan data / Internet. 

· Keleluasaan penggunaan berbagai jenis perangkat akses jaringan. Akomodasi bagi jasa Internet Voice dan Multimedia.

· Implementasi dari Information Technology Agreement (ITA) yang telah disepakati  oleh sebagian besar anggota WTO dalam bulan Maret 1977 bahwa pentaripan pada hampir semua bentuk Information Technology akan dihapuskan.

· Content (isi informasi) – kerangka yang perlu diperhatikan adalah:
· Pengaturan tentang ‘content’ itu sendiri. Harapan  pasar adalah adanya pemahaman dan kejelasan tugas dan kewajiban mereka berkaitan dengan beragamnya kebijakan di setiap negara mengenai seleksi informasi.

· ‘Foreign Content Quotas’. Pengaturan ini menjadi kurang sesuai bagi ‘content’ dalam jaringan internet. 

· Pengaturan tentang periklanan – pembatasan iklan kurang sesuai dengan perdagangan elektronis. Dalam hal-hal khusus memang diperlukan pembatasan bagi iklan-iklan yang tidak sesuai berdasarkan pendekatan psikologis, seperti misalnya pengaruh iklan terhadap perilaku anak-anak. 

· Pengaturan untuk menghindari ‘fraud’. Diperlukan pengaturan yang dapat menjamin perlindungan bagi pelanggan terhadap jenis kejahatan semacam ini.

· Standarisasi teknis – sifatnya sangat kritis & strategis. Proses standarisasi sebaiknya dilakukan dalam bentuk konsensus dunia swasta bukan oleh pemerintah.

8.6 Regulasi Spesifik untuk Perbankan

· Departemen terkait dalam regulasi:

· Departemen Keuangan

· Departemen Kehakiman

· Departemen Perhubungan (Ditjen Postel)

· Departemen Perindustrian dan Perdagangan

· Peran Bank Sentral:

· Pengendalian pada sektor perbankan, seperti:

· Pengaturan Pelaku dan Sistem Perbankan. Contoh penentuan pengelola digital certificate server untuk transaksi perbankan melalui internet.

· Pelaporan/Reporting. Penentuan standard format pelaporan sehingga dapat bersifat universal, antara para pelaku perbankan.

· Kliring dan Penyelesaian (Clearing dan Settlement)

· Penentuan Prosedur Otorisasi

· Internet Banking dan Smart Card 

· Hukum:

· Regulasi Prosedur Bank. Meliputti penyiapan deposit, asuransi dsb dan Perlindungan Nasabah dan Pelanggan Bank.

· Kerahasiaan Finansial

· Komersial. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap hilangnya “uang” di dalam sistem elektronis, dan siapakah yang bertanggung jawab secara keseluruhan dalam sistem keuangan tersebut.

· Peran Badan Pengawas Pasar Modal

· Regulasi dan Peraturan. Mencegah praktek tidak fair, insider trading dan bentuk-bentuk manipulasi pasar lainnya. Antisipasi globalisasi:

· Globalisasi Penawaran Efek

· Penawaran Lintas Batas (Cross Border Listing)

· Harmonisasi praktek Akuntansi dan Keuangan

· Penciptaan Derivative Instruments

· Konsekuensi dari perjanjian perdagangan internasional : GATT, AFTA, NAFTA

· Hukum. Antisipasi terhadap:

· Sistem pembelian efek

· Kerahasiaan di seluruh partisipan Pasar Modal.

8.7 Regulasi Spesifik untuk Industri Perangkat Lunak

· Adanya insentif finansial dari regulasi pemerintah terhadap pengembangan industri perangkat lunak - berupa bantuan finansial untuk mencapai / menghasilkan devisa tertentu.

· Adanya penggalakan kesadaran terhadap hak cipta perangkat lunak.

· Lisensi yang fleksibel. Untuk melindungi hak cipta dan hak intelektual para pengembang, maka pengaturan penggunaan produk dengan menggunakan lisensi merupakan cara yang cukup efektif. Misalnya, memperkenalkan bentuk lisensi yang berdasarkan server based, user based,dan usage based.  Demikian pula dengan distribusinya, dapat melalui jalur elektronik.  Untuk mencapai hal ini, perlu disediakan sarana dan prasarana baik fisik maupun berupa regulasi.

9 Lampiran A: Mekanisme Distribusi, Umpan Balik & Perbaikan

9.1 Pola Interaksi Pengembangan Nusantara-21

Pola interaksi yang diusulkan untuk pengembangan & pergerakan Nusantara-21 secara sederhana tampak pada gambar di samping.

Pada prinsipnya ada lima (5) entitas utama dalam pergerakan Nusantara-21 ini, yaitu:

· Rakyat Indonesia (yang akan ber-transformasi meng-gunakan wahana Nusantara-21)

· Kontributor (pihak-pihak yang berkontribusi dalam proses transformasi)

· N-21 Dewan Pemikir Sukarela (N-21 Voluntary Board)

· Pemerintah & Lembaga Legislatif

· Konsep Nusantara-21 (yang terus dikembangkan).

Pola interaksi / partisipasi dari masing-masing entitas di jelaskan pada gambar di atas. Kontak person maupun cara untuk berpartisipasi dalam proses tersebut dijelaskan pada beberapa sub-bab di bawah ini.

9.2 N-21 Voluntary Board

Sebaiknya N-21 Voluntary Board bersifat dinamis & adaptif terhadap perkembangan pergerakan Nusantara-21. Komposisi yang ada sebaiknya dapat secara adaptif mengakomodasi kelompok:

· Pemerintah

· Anggota Lembaga Legislatif

· Kontributor N-21

· Industri Jasa & Pendukung

· Operator

· Lembaga Pendidikan & Penelitian

9.3 Kontributor N-21

Kontributor N-21 dapat merupakan perorangan & lembaga / institusi / organisasi yang berkontribusi dalam pergerakan Nusantara-21, yang dapat antara lain berupa:

· Pemikiran / konsep.

· Implementator.

· Pendanaan / Financing.

· Kepemimpinan (leadership) dalam pergerakan masyarakat informasi.

9.4 Kontribusi Ke Dalam Konsep & Pergerakan N-21

Kontribusi masyarakat umum ke dalam konsep & pergerakan N-21 sangat di harapkan. Sifat kontribusi ke dalam konsep N-21 haruslah:

· Sukarela (Voluntary).

· Acknowledgement & Copyright dipegang oleh kontributor / sponsor.

Secara teknis kontribusi naskah N-21 dapat dilakukan melalui langkah berikut:

· Perhatikan & pahami checklist konsep N-21 (ada dalam lampiran N-21 Conceptual Framework).

· Perhatian & pahami isi naskah N-21 Conceptual framework.
· Tuliskan konsep yang ingin dikembangkan dalam format MSWord (MSOffice 97).

· Masukan konsep tersebut kepada N-21 Voluntary Board (alamat tercantum di bawah ini).

· Publikasikan dalam Web supaya memperoleh masukan dari masyarakat.

· Mencari kontributor untuk kemungkinan implementasi konsep tersebut.

9.5 Distribusi naskah Konsep N-21:

· Melalui Print Out. Konsep N-21 kemudian di distribusikan pada pemerintah & lembaga legislatif.

· Khususnya untuk masyarakat Indonesia, distribusi melalui Web / Internet:

· http://www.ylti.or.id/N21/ (in progress)

· http://www.lp.itb.ac.id/~yc1dav/N21/ 

· Web copy, Mirroring maupun penyebaran print-out dari naskah N21sangat di sarankan.

9.6 Diskusi / interaksi dengan masyarakat

Interaksi dengan masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara terus menerus untuk pematangan / adopsi konsep N-21 maupun untuk koordinasi implementasi. Kami menyarankan proses interaksi dilakukan secara terbuka & transparant melalui Internet antara lain pada:

· n21@itb.ac.id (open / public moderated mailing list)

· n21-sc@itb.ac.id (N-21 Voluntary Board  – closed / moderated mailing list)
Untuk menjadi anggota n21@itb.ac.id dilakukan dengan:

· mengirimkan mail ke majordomo@itb.ac.id
· isi berita “subscribe n21”

9.7 Beberapa Contact person sukarela untuk perbaikan Konsep N-21

IPTEKnet
market@iptek.net.id, fience@iptek.net.id

Industri Manufaktur
kpribadi@indo.net.id

Kesehatan
kpribadi@indo.net.id

Pariwisata
gadang@indosat.net.id

Industri Software
nazief@cs.ui.ac.id

Pos
sumitro@bandung.wasantara.net.id

Telekarya
onno@itb.ac.id / yc1dav@mobilenet.co.id

Pendidikan
onno@itb.ac.id  / yc1dav@mobilenet.co.id

E-Commerce
jk@indosat.net.id

Perbankan
gadang@indosat.net.id

Summary
onno@itb.ac.id / yc1dav@mobilenet.co.id 




9.8 Kontak Administratif Pergerakan N-21

Yayasan Litbang Telekomunikasi Informatika (YLTI)

Gedung Depparpostel

Jl. Medan Merdeka Barat 17

Jakarta Pusat 10110

FAX 021 381-0900

E-mail ylti@telkom.net.id
Lampiran B: Check List Konsep NUSANTARA-21

Visi

·  Apakah eksplisit, jelas, terukur?

·  Apakah merupakan wahana pendukung transformasi Indonesia?

Misi

· Apakah menggunakan referensi kerangka konseptual N21?

Model

· Apakah dapat dilakukan mapping pada model knowledge generation-distribution?

· Apakah ada proses knowledge generation? Apakah eksplisit & jelas pada:

· proses data creation

· knowledge manajement

· quality control / assurance.

· Apakah ada proses knowledge distribution eksplisit & jelas pada:

· information / data provider

· managerial & support (termasuk security & authentication)

· Apakah teridentifikasi player, interaksi antar player, lembaga / player penjamin quality.

· Apakah ada bisnis model - supaya sustainable, proses funding generation?

Strategi

· Apakah quality assurance / control dibuat built-in.

· fokus pada "bisnis plan" yang sustainable.

· accomodate private sector.

· fokus pada "regulatory & policy" framework - peran pemerintah terutama disini.

· Apakah ada interaksi kondusif dari sisi paradigma / funding / cara pandang antara:


· goverment (incentive & environment)

· state-owned companies / institutions

· private sector (investment)

· voluntary sector (investment & funding)

· Strategi yang memungkinkan / mengenerate terciptanya banyak innovasi yang tidak jadi mandul karena terlalu banyak regulasi, peraturan & arahan.

· Adakah strategi untuk membangun knowledge based society?

Action

· Apakah ada action yang sifatnya jangka panjang & mengakomodasi inisiatif dari bawah.

· Adakah milestone yang jelas, eksplisit & terukur?

· Apakah fokus pada social acceptability & sustainability?

· Adakah mekanisme untuk interaksi dengan regulator-player?

· Adakah mekanisme finansial supaya secara bisnis akan sustainable?

· Adakah pemikiran untuk mandiri dalam teknologi informasi (economically, technically, culturally & socially acceptable)?

· Apakah perlu test bed / pilot project?

· Adakah timeline & milestone yang jelas & eksplisit?

· Adakah alokasi resources yang jelas & eksplisit?

Misc.

· Apakah editor komit utk terus mengupdate secara sukarela konsep aplikasi tsb?

· Adakah nama, E-mail, FAX editor?

· Bersediakan berpartisipasi dalam mailing list n21-editor@itb.ac.id (tentative)?

· Bersediakan di publikasi di Web, PrintOut?
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